PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEFUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR o84 TAMUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SISTEM ADMINISTRAS] MANUNGGAL SATU ATAP
PROVINSI JAWA TENGAH DAN STANDAR PELAYANAN UNIT PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH,

bahwa dalam mngka mewujudkan penyelengearaan
pelavanan publik sesuni dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan vang baik serta guna mewudjudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan  pelayanan, setiap  penyelenggara
pelavanan pubhlk perlu menetapkan standar pelayanan;

bahwa untuk memberikan acuan dalam pemlatan ukuran
kinerja dan  kualitas penvelenggaraan  pelavanan
sehagaimana dimeksud pada huraf a. maka periu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Pravinsi Jawa Tengah Tentang Standar Pelayanan Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsl Jawa Tengah
Dan Standar Pelayvanan Unit Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-Undang Bepublik Indonesias Nomar 25 Tahun 2000
tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah  (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimans telah
diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang
Momor 11 Tehun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tehun 2020 Nomor 245,
Tn.r?nhﬂhm Lembaran Negara Republik Indonesis Nomaor
6573

Peraturan Pemernmtah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rl Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara R Nomor 5357);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negars
dan Refrmasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayvanan;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata kKenga Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Provins Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018
tentang Organtsasi dan Tata Kera Unit Pelaksana Teknis
Hadan Pengelola Pendapatan Daerah Provins Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Mencabul Sural Keputusan Kepals Badan Pengelola Pendapatan
Daerah Provinei Jawa Tengah Nomor ; 02 Tahun 2021 tentang
Penetapan Standar Pelavanan Publk Badan Pengelola
Pendapatan Dasrah Provinsi Jawa Tengah.

Menetapkan Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggsl
Satu Atap Provinsi Jawa Tengah Dan Standar Pelayanan Lnit
Pengelolaan Pendapatan Daeah Provinsi Jawa  Tengah,
sehagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini

;A Standar Pelayanan Standar Pelavanan Sistem Administrasi

Mrnunggal Satu Atap Provinsi Jaws Tengah meliputi ruang

lmgkup pelayanan:

1. Pelayanan pengesaban STNK dan pembayaran paak 1
tahunan,

2. Pelayanan perpanjangan STNK dan pembavaran pajak 5
tahunan;

3. Pelayanan pendaftaran kendaraan baru dan pembayvaran
pajak,

4. Pelayanan mutasi keluar (dalam dan luar Provinsi];

5, Pelayanan mutasl masuk,

&, Pelayvanan pendaftaran kendaraan bermotor pindah alamat
ntias nama tetap,

7. Pelavanan pembatalan mutasi keluar;

8. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor whah wama,
9. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ubah mesin;
10, Pelavanan petndaftaran kendaraan bermotor gantl nomor

polisi;
11. Pelavanan pendaftaran kendaraan bermotor STNK rusak
atau hilang.

12. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor alih fungsi dan
ubah bentulk;

13. Pelavanan pendaftaran kendarasn bermotor Balik Nama
Kedun (BBNKB 11}



14 Fitl-n.;!.rnnnn penghapusan reglstrisi kendaraan bermotor dan
aobvek pajak kendaraan bermoior;
153. Pelaymnan penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan

objek pajak kendaraan bermotor atas kendarsan lelang
hasil sitaan negara/ pengoadilan;

16 Pelayanan pembiokiran kendaraan bermotor;
17. Pelayanan buka pemblokiran kendaraan bermotor;

18. Pelavanan pajak kendaraan bermotor tahunan melalod
online [New SAKPOLE];

19. Pembenan pengurangan pokok pajak, keringanan sanlosd
administratil dan pembebasan pajak kendarasn bermotor
dan atau bea balik nama kendaraan bermotor;

B. Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah meliputi ruang lingkup pelayanan,
meliputi:

1. Pembayaran Pajak Air Permukaan;
2. Pembayaran Retribusi Kekavaan Daerah;

KEEMPAT . Standar pelayanan sebagaimang dimaksud Ciktum KETIGA
tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola
Pendapatan Daesrah Provins) Jawa Tengah inl.

KELIMA : Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggsel Satu Atap
sehagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tdak
berlaku dan yvang berlaku Diktum KEDUA dilaksanakan oleh
penyelenggam /pelaksane dan sebagai acuan dalam penilaion
kinerja.  pelayanan olech pimpinan  penvelenggara, aparat
pengawasan, dan masyarmkat dalam penvelenggaraan pelayanan
puhblik.

KEENAM 1 Keputusan Kepals Badan Pengelola Pendapatan Dasrah Provins
Jawa Tengah ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tangegal 28 Juk 2011

Pit. KEPALA BADAN FEH-DELGM PENDAPATAN DAERAH

SALINAN : Keputusan Kepala Badan Fmg:'tnla ; ndﬂpﬂmn Daerah Provinsi Jawa
Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;

Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Sekretaris Dacmmh Provins: Jawa Tengah;

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah
Asiaten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

in r vinai :

P L



Lampéran : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Momor @ Q14 Torwun 20:3

Tanggal | 438 ki 1003

A. STANDAR PELAYANAN SAMSAT PROVINSI JAWA TENGAH

1. STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN STHNK DAN PEMBAYARAN PAJAK 1 TAHUNAN

ol

KOMPONEN URAIAN
PERSYARATAN 1. ldentitas Diri:

a, Perorangan: Identitas din vang sah (KTP atau KITAS
sesual STNK)

b. Badan : MNIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh
pimpinan dan dibubwhi cap Badan yang bersangkutan, dan
fotokopd Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas

C. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD),
Perwakilan MNegara Asing (PNA) dan Badan Intemasional
melampirkan Surat Tugas ditanca tangani oleh pimpénan
dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokops
Kartu Tanda Penduduk bagl yang diberikan tugas.

2. STHK
| 3. SKKP terakhir
' 4. Bukti pelunasan DPWKP (khusus Angiutan Umum Plat I-I_unlng}
| SISTEM 1. Wajib Pajk Melakukan Pendaftaran
MEKANISME DAN | 2. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang
PROSEDUR tercantum dalam KTP
' 3, Cek data dan Entry ke system
4. Penetapan PEB & SWDELLAD
5. Percetakan SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
6. Memverifikasi SKKP
7. Pembayaran PKB B SWDELLAJ
8. Pengesahan STNK
9. Penyerahan SKKP & STNK
JANGKA WAKTU  Jangka waktu mulal darl verifikasl persyaratan dokumen sampai




e ]

4. | BIAYATARIF

 Sesual Peraturan Gubemur Jawa Tengah yang berlaku terkadt
du‘t;lan MIKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kendaraan
| Bermotor

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PXB)
a. Tarll Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan
pertama:
131,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor
pribadi dan badan
2} 1 % uniuk kendaraan bermotor angiutan umum
3}0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan
pemenntah daerah, ambulans/ienazah sosial keagamaan,
pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tarlf PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2} 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat
4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
5) Ketentuan Progresf :
a) Kepemilikan Pribadl [TNKB Hitam/Putih}
b) Jenis Kendaraan . Kendaraan bermotor rotda 2 (dua)
200 cc keatas, termasuk kendaraan bermator foda 2
{dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199
oC secara leknis dikategorican dalam kas#fikasi 200
cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) mediputd
kendaraan penempang pribadl jenis Sedan, Jeep,
Minibus, dan Mikrobus
¢} Pengenaan PKB Progresil atas kepernilikan kendaraan
bermotor didasarkan pada nama dan alamat vang
sama dalam satu keluargs yang dibuktikan dalam
satu Kartu Keluarga (KK)
d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal
penyerahan
e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda
4 (empat) dilakukan sacara terpisah
c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasll perkalian darl 2(dua)




o —

unsur pokok:
1} NIKB
2)Bobot yang mencerminkan secars  relatif  tingkat
kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat
penggunaan kendaraan bermator.
2. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Alj_mtan Jalan:
Golongan Keterangan | Tarf (Rp)

Golongan A Sepedla motor S0cc 0
kebawah,  mobil |

ambulance,  mobil

enazah, dan mobil

Golongan EP Bues dan Miorobus | 150.000

Gotongan EU Bus dan Maorobus | B7.000

Golongan F Truck, mobil wangkd, | 160000




maobil mndﬂrmﬂ|
mobil bararg diatas

& 400ce, triuch
contalner dan
. ejemsnya

Setiap jenis  kendaraan  dikenakan biaya penggantian
pihhlnhnbm.:danﬂf sertifikat qehﬁar Rp3.000 -

PRODUK LAYANAN

1.5urat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, |
SWDHKLLA] dan PNBP
2.Pengesahan pada STNK

. | PENANGANAN

PENGADUAN,
SARAN DAN
MASLIKAN

DASAR HUKUM

1. Pengaduan melalul kotak saran;

2. Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;

4. Pengaduan melalul media social (Instagramy/ Twitter/ Facebook)
4. Pengaduan melalul calicentey dan wihatsaoo, Pesan Singkat

(SMS) pada masing-masing unit kerja.

11 I.ht:lilﬂﬁ-'uldiﬂj Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana |
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
gan Retribus Daerah;

4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun |
2020 tentang Jenis dan Taril Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolsian Negara Republik |

Indonesia;

| 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 |

tentang Penyelenggaraan Sistem  Admanistrasi Hanun;rgall
Satu Atap Kendaraan Bermotor;

(7. Instruks| Bersama Menterl Pertahanan dan Keamanan,

Menterl Dalam MNegeri dan Menterl Keuangan Nomor |
Ins/03/M/X/1999, Momor 29 Tahun 1999 dan Nomor |
B/IMI.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem  Administrasi |
Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermoltor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan |




| Pajak Kendarsan Bermotor, Bea Ballk Nama Kendaraan
Bermotor Serta Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jakan;

B. Peraturan Menmteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017
Tentang Besar Santunan Dan luran  Wajib  Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan
Penumpang Limium D Darat, Sungai/Danau,
Ferl/Penyeberangan, Laut Dan Udara; _

9. Peraturan Menterl Keuangan Nomor 16/PME.010/2017
Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

| 10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi |
dan ldentifikasi Kendaraan Bermator;

11.Peraturan Daerah Provingl Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 |
tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah |
dengan Peraturan Daerah MNormor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Prowving Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsl Jawa
Tengah;

12 Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah,
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsl Jawa
Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Ulama Jawa
Tengah
Momaor: PRYLXIF2021
Momor: 973/16.610
MNomor: P/31/5P/2021
tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas |
Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan |
Dan Pengelolaan Asel Daerah Provinsl Jawa Tengah, dan |
Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama lawa Tengah Nomor |
01 Tahin 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomar P/ 1/SP/2012 |
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat |

__Jawa Tengah. |
B. | SARANA, | SAMSAT INDUK/SAMSAT PEMBANTU
PRASARAMNA 1. Tempat paridr
DAN/ATAL 2. Ruang tunggu

AL | 3. Ruang Aduan

[T




"4. Ruang Laktas!
' 5. Pojok Baca

6. Smooking Area
7. Musholia

B Gensef
9. Area bermain anak
10, Tollet (Pria, Wanita dan Difabie)

| 11, Tempat Sampah

12, Air Minum

| 14. Temipat charger HP

15.Kursi Roda

| 16. Jalan khusus difable

| 17.Media informasi layanan pajak

18. Loket pembayaran
19. Komputer

| 20. Printer

41.Cash Register

| 22.AC
23TV
' 24.Kursl wajib pajak

25, Mesin antrian

| 26.CCTV

27.P3K

2B.APAR

SAMSAT KHUSUS (Samsat Paten, Samsal Cepat, Samsat Gerai,
Samkel, Samsat Siaga, MPP, Drive Thru, Samdes, 5amsat Expo,
Samsat Malam, Car Free Day, Samsat Budiman dil) :

1. Tempat tunggu

2. Tempat Sampah

3. Meda informasi layanan pajak

4. Komputer
5. Printar

| 6. Kamera Web (Samsat Budiman)

et

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

| 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
| 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKF, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.)



10

4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Fajak (PNBF)

5. Pengetahuan pelayanan publik
| B, Pengetahuan dasar-dasar administrasi

PENGAWASAN Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator
INTERNAL | SAMSAT, Kepala Seks Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala
Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawas!
| jataniys peiaysnan.
11, | JuMLAH | 3 (tiga) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharia)
12, | JAMINAN | 1. Wajib Pajak vang memenuhl persyaratan pendaftaran
PELAYANAN mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan
2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Waijib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor dan informast penyampaian kefuhan
13, | JAMINAN SAMSAT INDUK/SAMSAT PEMBANTU
KEAMANAN DAN 1. Petugas Keamanan
KESELAMATAN 2. Petugas parkir
- 3. CCTV
14. | EVALUAS]L Evaluas dilakukan dalam bentuk:
KINERIA 1, Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasi SKM

3. Pefaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




1. STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN STNK DAN PEMBAYARAN

1.

URALAN

Dokumen persyaratan :
1. Identitas airi:

&g

b.

Perorangan: ldentitas dirl yang sah (KTP atau KITAS
sesial STHK)

Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangan oieh
pimpinan  dan  dibubuhl  cap Badan  yang
bersangkutan, dan fotokopl Kartu Tanda Penduduk
bagi yang diberikan tugas

Instans pemerimtah (termasuk BUMN dan BUMD),
Perwakilan Negarm Asing (PNA} dan Badan
Intemasional melampirkan  Surat Tugas ditanda
tangani aleh pimpinan dan dibubuhl cap Instansl yang

bersangkutan, dan fotokopl Karbu Tanda Penduduk
bagi yang diberikan tugas.

STHNK
BPEB

Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
SPOPD yang telah di si dan ditandatangani

Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat
kuning)

Khusus Kendaraan bermotor angkutan umum  (plat
kuning), melampirkan surat keterangan/ rekomendas
dar :

a. Menter yang berfanggung fawab dibidang sarana
dan prasarana lafu lintas dan anghutan jalan untuk
kawasan perkotaan yang melampaul batas wilayah
Prowinst;

b, Gubermur untuk kawasan perkotaan  yang
melampaul batas wilayah kabupaten/kota datam
satu Provins; atau

¢ Bupat/wallkota untuk kawasan perkotaan yang
berada dalam wiayah kabupaten,kota.

d. Dinas Perhubungan Kabupalen/Kota dansatau
Balal Pengelola Transportasi Darat Direktorat




51

—

MEKANISME DAN
FROSEDUR

R e

Perhubungan RL
g Sertifikasi standar yang terverifikasi/ijin usaha 055

yang beraky efekbif/ijin usaha angkutan lama
yang masih bertaku

1, Cek Fisik Kendaraan

2. Waljib Pajak Melakukan Pendaftaran.

3. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang

tercantum dalam KTP
4, Cek data dan Entry ke system
5. Penstapan PKB & SWDKLLA]

6. Percetakan  SKKP{Surat  Ketetapan  Kewajiban

Pembayaran)
7. Memverifikas] SKKP
8. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ
9. Pencetakan STNK
10.Pencetakan TNKB
11.Penyerahan STNK, SKKF, dan TNKB

JANGEA WAKTU
PEMNYELESAIAN

Jangka wakiu mulal verifikasi persyaratan dokumen sampal
dengan penyerahan SKEP dan STNK maksimal 45 mendl.

BIAYASTARIF

Sesual Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku
terkalt dengan NJKB, lenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan
Kendaraan Bermolbor
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a, Tarf Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) unituk
kepemilikan partama:
1}1,5% wntuk kepemilikan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan
2) 1 % untuk kendaraan bermator angkutan umum
3}0,5% untuk kendaraan bermotor Pemenntah Pusat
dan pemenntah daerah, ambulans/jenazah sosial
keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan,
lembaga sosial dan kaagamaan
b. Tanf PKB Progresif
1) 2% untuk kepemililan kedua
2} 2,5% untuk kepemillkan ketiga
3) 3% untuk kepemiikan keempat




4} 3,5%untuk kepemililkan kelima dan seterusnya
5) Ketentuan Progresf :

a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih}

b) Jenis Kendaraan ; Kendaraan bermotor roda 2
(duz) 200 coc keatas, termasuk  kendaraan
bermotor roda 2 {dua) dengan sl silinder 195 cc
sampal dengan 199 ¢ secara  teknis
dikategorikan  dalam  klasifikasi 200 cc dan
Kendaraan bermotor moda 4 (empat) mealiputl
kendaraan penumpang pribadl jenis Sedan,
Je=p, Minibus, dan Mikrobus

c} Pengenaan PKB Progresif atas  kepemilikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan
alamat vang sama dalam satu keluarga yang
dibuktikan dafam satu Kartu Keluarga (KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan

e} Penentuan urutan kepemifikan roda 2 (dua) dan
roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adaleh hasll perkalian darl
2{dua} unsur pokaok:
1) NJKB dan;
2)Bobot yang mencerminkan secara refatif tinghkat
kerusakan jaian dan/atau pencemaran lingkungan
akibat penggunaan kendaraan bermotor,
2. Besar Sumbangan Wajlh Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Angkutan Jalan: | =
Golongan Keterangan Tarif (Rp) |
Golongan A Sepeds maotor | D

S0cc  kehawah,
mobil ambulance,
mobil  jenazat, |
i mkil
pemadam
kehaicaran
Golongan B Mobil derek  dan | 20,000

_________ _|sejenisny@ |

Golongan Gl | Sepeda motor, | 32000 |




&
g

...........

diatas
Golongan F Truck, maobil | 160.000

mihbil

miabi

ol

Alce,
ConEiner dan

| sejenisnya I——
Sebap jents kendaraan dikenakan biaya penggantian
pﬂmm:m hiru.ldim,l' sertifikat sebesar Rp3.000,-

| PRODUK . Surat HEI.H:!]:F-!II Hewa]ihan P!mha-,'mn PKE/BBN-KB,
| LAYANAN SWDKLLAD dan PNBP
2, Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermaotor (TNKB)

PENANGANAN | 1. Pengaduan melalul kotak saran;

PENGADUAN, 2. Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;

SARAN DAN 7 Pengaduan melalul media social [Instagramy Twitter
MASLKAN Facebook)




7.

" DASAR HUXUM

EW

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor § Tahun

. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan,

. Peraturan Menterl Keuangan MNomor 15/PMK.010/2017

. Peraturan Menter Keuangan Momor 16/PMK.010/2017

Undunn—llmlanq Nomor 33 Tahun 1964 h.!rrl:mg Dana
Pertanggungan Waljib Kecelakaan Penumpang;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Walib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;
Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Diaerah dan Retribusl Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia MNomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentoan Umum dan Tata Cara
Pamungutan Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia MNomaor 76
Tahun 2020 tentang Jenis dam Tarf Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Repubdlk Indonesia;

2015 temtang Penyelenggaraan Sistem Administras
Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

Menterl Dalam Megert dan Menterl Keuangan Nomor
Ins/03/M/ /1939, Momor 29 Tahun 1999 dan Nomor
6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem
Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam
Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
Tanda MNomor Kendaraan Bermaotor, Tanda Coba
Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Seris
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Tentang Besar Santunan Dan luran Wajib Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat
Angkutan Penumpang Umum DI Darat, Sungal/Danau,
Feri/Penyebarangan, Laul Dan Udara;

Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajlb Dana
Kecelakaan Lalu Lintas lalam;

10 Peraturan  Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang |




R e vt e :
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tabun

2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provins
Jawa Tengah Momor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

12 Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah lawa

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala P Jlasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah

Nomor: PE/1/X1 2021

Nomor: 973/16.610

Nomar: P/31/5P/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Dérekiur lale
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinst Jawa
Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama
Jawa Tengah Momor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077,
Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasionai
Prosadur Pelavanan Samsal lawa Tengah

H.F ; - b
' DAN/ATAL
| FASILITAS

| 15.._'Fqlan khusiss difable

RO T R

Tempat parkir
Ruang tunggu
Ruang Aduan

Ruang Lakias

. Pojok Baca

smooking Area

. Mushalla

enset
Area bermain anak

10. Tollet (Pria, Wanita dan Difabie)
11. Tempat Sampah

12, Air Minurm

13, Wifi

14. Tempat charger HF
15.Kursi Roda




[ 10,

=

|11,

12.

13.

PENGAWASAN
INTERMAL

| JUMLAH
 PELAKSANA
| PELAYAMNAN

' 17.Media informas! layanan pajak

18, Loket pembayaran
19. Kompater

20. Printer

21.Cash Register
22.AC

23.TV

24. Kurst walib pajak
23, Mesin antran
26.CCTV

27.P3K

28.APAR

| 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang S0P Pelayanan Samsat

3. Penpetahuan SAMSAT [SKKP, STNK, THEB, SWDKLLAJ,
dsh.)

4. Pengetahuan Penenimaan Negara Bukan Pajak (PNBF)

5. Pengetahuan pelayanan publik

ﬁ Pengetahuan dasar-dasar administrasi

| | Petaksanaan harian dilzkukan aleh Kepala UPPD, Koordinator
|

SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala
Perwakilan dan Kasubag 5W Dan Humas dengan cara
mengawas! jalannya pelayanan.

6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepalisian dan Jasa

1. w.!jrh Pajax vang memenuhl persyaratan pendafaran
mendapat pelayanan pembayaran pajak kendarsan

2. Wajlb Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran

3. Wajib Pajak menenma Informasi Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor can informasl penyampalan keluhan

1. Petugas Keamanan
2. Petugas parkir

Evaluas dilakukan dalam bentuk:
1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

2. Pelaksansan tndak Bnjut hasil SKM




| 3. Pelaksanazn Forum Komunikas: Publik (FKF)




3. STANDAR PELAYANAN KEMDARAAN BARU DAN PEMBAYARAN PAJAK

URALAN

PERSYARATAN

| 1. ldentitas diri:
3, Perorangan: ldentitas dirl yang =ah (KTP atau KITAS)
b, Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangand oleh
pimpinan  dan dibububi  cap Badan yang
bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk |
bagi yang diberikan tugas
. Instansi pemerntah (termasuk BUMN dan BUMD),
Perwakilan Megara Asing (PMNA) dan  Badan
Internasional mefampirkan Surat Tugas ditanda !
tangani oleh pimpinan dan dibubuhl cap Instansl yang
bersangkutan, dan fotokopl Kartu Tanda Penduduk
bagl yang diberikan tugas.
2. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
3. Faktur pembalian kendaraan bermator
4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. Bukti pelunasan BPKB
6. Surat Dokumen dari Pabean (Kendaraan Bermotor CBU).
3. PIB (Pemberitahuan Impor Barang
b. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukal dan Pajak)
€, SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang)
d. VIN {Vehicke Identification Number )

g. TPT Import {Tanda Pendaftaran Tipe)

7. NIK {Nomor ldentifikasi Kendaraan Bermotor)

B. Khusus Kendaraan bermotor beban yang rrmmgaiami
perubshan  bentuk, melampirkan surat keterangan/ |
rekpmendasl dar bengkel/ kamosen yang memiliki ifin |
darl Instansi berwenang.

9. Khusus  Kendaraan bermotor angkutan umum  (piat |
kuning), melampirkan sorat keterangan/ red-:mnnnda:ﬂi
dari ;

d. Menterl yang bertanggung Jawab dibldang sarana |
dan prasarana Blu lintas dan angkutan jatan |
untik kawasan perkotaan yang melampaui batas
wilayah Provinst;




b. Gubernur untuk kawasan pﬂ'ﬁin yang
mesampaul batas wilayah kabupaten/kola dalam
satu Prowvinsi; atau

€. Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang
berada dalam wilayah kabupaten/kota.

d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kola dan/atau
Balai Pengelola Transportasi Darat Direltorat
Jenderal Perhubungan Darat  Kemernterian
Perhubungan RI,

e, Sertiffkasi standar yang terverfikasi/fjin usaha
yang berlaku efektif/ijin usaha angkutan lama
vang masih barlaku

10.Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapl surat
keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan blaya |
pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD
dengan tercantumnya Nomor Kode Rekening.

11.Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapd surat
keterangan yang berisi daftar koleidif kendaraan
bermotor dan Panglima TNI, KASAD, KASAL KASAL,

| KAPOLRI, dilengkapl fotocopy dilegalisir oleh kesatuan
yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut.

12.5urat keputusan penghapusan kendaraan bermotor dan
daftar penghapusan kendaraan bermotor dar dinas
THL/POLRI

13. Untuk kendaraan hasil lelang dilengkapi dengan Surat |
penetapan pemenang dan  kutipan risalah  lelang |

kendaraan bermotor
14.Berita acara penyerahan kendaraan bermotor yang
diletang
| 15.BukD pembayaran harga lelang
SISTEM | 1. Melakukan pendaftaran kendarsan baru | dump
MEKANISME DAN TNL/Polri dengan menyerahkan berkas persyaratan.
PROSEDUR 2. Memverifikast persyaratan dan keabsahan dokumen

reghdent Kendaraan Besrmotor yang diajukan.
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas
pendaftaran yang teiah diverifikas|. |




3. | JANGKA WAKTU
I PENYELESAIAN
|4 || BIAYATARIF

4. Menetapkan urutan kepemdikan kendaraan bermatar
yang berpotens! dikenakan pajak progresif.

5. Menetapkan besaran BBNKB [, PKB, PNBP dan
SWDKLLA] yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP.

6. Memverifikasi SKKP.

7. Menerima pembayaran SKKP dan PNEP,

B. Mencetak STHE.

9. Menceiak TNKB.

10. Menyerahkan STHK, SKKF, THNKB.

11.Mengarsipkan SKKP.

| Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen |

| sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 60 menit.

yang berlaku pada Kepolisian Negara Repubiik Indonesia
sesual dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia
Momar 76 Tahun 2020:
a. Penerbitan STHK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b, Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau febih Rp 100.000,-

-Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB 1)
a. Tarif BBNKB penyerahan Pertama :
1) 12.5% untuk penyerahan pertama kKendargan

dan Instansi pemerintah

letang dump THI/POLRI
b. Dasar pengenaan BENKE adalah NIKE
¢. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tanf dengan
dasar pengenaan BBNKB
| 3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a. Tarf Pajak Kendaraan Bermaotor (PKB) wntuk
kepemilikan pertama;
131,5% untuk kepemilkan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan

1 1. Jenis dan tarf Penermaan Megara Bukan Pajak (PNBP) |

bermotar orang pribadl, badan, angkutan umum |

2) 12,5% untuk penyerahan kendaraan bermotor |




2) 1 % untuk kendaraan bermobor angkutan umum
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat
dan pemerintzh daerah, ambulans/jenazah sosial
keagamaan,  pemadam  kebakaran  sosial
keagamaan, lembaga so=al dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
1) 3% untuk kepemilikan keempat
4} 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusmya
5) Ketentuan Progresf

a) Kepemilikan Pribadi [TNKB Hitam,/Putih)

b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2
(dua) 200 cc keatas, termasul kendaraan
hermotor roda 2 (dua) dengan i silinder 195 cc
sampal dengan 199 oc secarm.  teknis
dikategorikan datam kiasifikas! 200 cc dan
Kendarzan bermotor roda 4 (empat) meliputl
kendaraan penumpang pribadl jenis Sedan,
Jeep, Minibus, dan Mikrobus

£) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan
alamat yang sama dalam satu kefuarga yang
dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan

2] Penentuan unitan kepemilikan roda 2 (dua) dan
roda 4 (empat) dilakukan sacara terpisah

c. Dasar Pengensan PKB adalah hasil perkalian dar
2(dua) unsur pokok:
1) NJKB dan;
2)Bobot yang mencerminkan <ecara reatil tingkat
kerusakan jalan danfatau pencemaran lingkungan
akibat penggunaan kendaraan bermator,
4. Besar Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Angkutan Jalan:
| Golongan | Keterangan | Tarf (Rp)




Sepeda  motor

maobil  ambutance,
mibil H‘Hﬂ"!-.

200000

0,000

Setiap jenis kendaraan dikenakan

150,000

biaya penggantian

pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-




5. | PRODUK 1. Surat Ketstapan Kewafiban Pembayaran PKE/BEN-KB,
LAYANAN SWDKLLA] dan PNEP
2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor {STNK)
. B 3 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (THKB)
b. PENANGANAN 1. Pengaduan melalul kotak saran;
PENGADUAN, 2. Pengaduan melalul Laporgub dan SPIN;
SARAN DAN 3. Pengaduan melalu media socal (Instagram/Twitler|
MASLKAN Facebook)
4. Pengaduan melalu calicenter dan whalsaps Pesan
; Singkat {SM5) pada masing-masing unit kerja, |
'7. | DASAR HUKUM | 1. Undang-Undang Momor 33 Tahun 1964 tentang Dana |

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

. Undang-Undang MNomor 34 Tahun 1964 tentang Dama .

Pertanggungan Wajlib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;
. Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daarah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

5. Peratwran Pemerintah Republik Indonesia Momor 76
Tahun 2020 tentang Jends dan Tarll Alas Jenis
Penenmaan MNegara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermaotor;

| 7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan,

| Menter| Dalam Negerl dan Menterl Keuangan Momor
Ins/03/M/%/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor
6/IMK.014/1999  tentang  Pelaksanaan  Sistem
Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam
Penerbitan Surat Tanda MNomor Kendaraan Bermotor,
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba
Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor Serta
Sumbangan Wajlb Dana Kecedakaan Lalu Lintas Jalan;

8. Peraturan Mentert Keuangan Nomor 15/PMIL010/2017

Pl

L




Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat
Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau,
Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;

. Peraturan Menteri Keuangan MNomor 16/PMK.010/2017

Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana
Kecetskaan Lalu Lintas lalan;

10, Peraturan Kepolisian Momor 7 Tahun 2021 tentang

Registrast dan [dentifikasi Kendaraan Bermotor;

11,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana
telah digbah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinst
Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Provinsl Jawa Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolsian Daerah Jawa

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala PL. Jasa Raharja
Cabang Utama lawa Tengah

Momor: PB/I/XL/2021

Momor: 973/16.610

Momor: P/31/5P 2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lafy
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama
Jawa Tengah MNomor 01 Tahun 2012, Nomor
041.7/0077, Dan Nomor P/1/5P/2012 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah

SARANA,
PRASARANA

DAN/ATAL
FASILITAS

B kRN B e

Tempat parkic
Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Laktasi
Pojok Baca
Smooking Area
Musholia
Gencnt




' T | 9. Area bermain anak
10. Tollet (Pria, Wanita dan Difable)
11. Tempat Sampah
12. Air Minum
13.Wifi
14.Tempat charger HP
15. Kursi Roda
16.Jalan khusus difable
17.Media Informasl layanan pajak
18, Loket pembayaran
15. Komiputer
20, Printer
21.Cash Register
22.AC
23TV
24 Kursi wajib pajak
25. Mesin antrian
26.CCTV
27.P3K
2B.APK |
9. | KOMPETENSI 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah
PELAKSAMNA 2. Pengstahuan tentang S0P Pelayanan Samsat
3. Pengetahuan SAMSAT (SKEP, STHK, TNEB, SWDKLLAJ,
dsb.)
| 4. Pengetahuan Penerimaan Megara Bukan Pajak (PNBP)
5. Pengetahuan pelayanan pubdik
| B Pengetahuan dasar-dasar administras| ]
|10, |PENGAWASAN | Pelsksanaan harian dilskukan olen Kepala LPPD,
INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seksl Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakitan dan Kasubag SW Dan Humas
| . dengan cara mengawas! jalannya pelayanan, ]
11, | JUMLAH & (enam) pelal‘.snna {BAPENDA, Kepolisian dan Jasa
PELAKSANA Raharja)
12. | JAMINAN 1. Wajib Pajak yang memenuhl persyaratan pendaftaran
PELAYAMNAN mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan
4. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Waic Pajak mererima Informasl Pelayanan Pajak




 Kendaraan Bermotor dan informasi  penyampalan
| e

13 |.’|AHIHAH | 1. Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN | 2. Petugas parkie
KESELAMATAN 3. CCTV

14. | EVALUASI Evaluasl dilakukan dalam bentuk:
KINERIA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak fanjut hasil SKM

3, Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




4, STANDAR PELAYANMAN MUTASI KELUAR (DALAM DAN LUAR
PROVINSI)

URATAN

Dokumen persyaratan:
1. ldentitas din

a, Perorangan: [dentitas dil yang sah (KTP, KITAS
sesual nama/alamat baru)

b, Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani
oleh pimpinan dan dibubuhl cap Badan yang
bersangkutan, dan folockopl Kartu Tanda
Penduduk bagl yang dibenkan tugas

c. Instansl pemerintah (termasuk BUMN dan
BUMD), Perwakilan Megara Asing (PNA) dan
Badan Internasional melampirkan Surat Tugas

ditanda tangani odeh pimpinan dan dibubuhl cap

instans! yvang bersangkutan, dan folokopl Kartu

Tanda Penduduk bagi vang diberikan tugas.

| 2. Bukti hasil pemerfksaan cex fislk kendaraan barmotos

3. STRK

4. BPKB

5. Dokumen arsip kendaraan bermotor,

6. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani.

Persyaratan tambahan:

1. Kuitansi jual bell bermateral cukup;

2. Balk nama eks lefang kendaraan dinas miblk negara
Surat keputusan penjualan dan penghapusan
inventaris dan pejabat yang berwenang:

a. Risalah lelang

b. Buktl pembayaran lefang yang disahkan oleh
panitia lelang/pejabat yang berwenang.

€ Formulic permohonan STNK

d. Penetapan nama pemenang lelang

3. Hibah, surat keterangan hibah, akle
notaris/keputusan pengadilan negert;

4. Eks angkutan umum kuitansi pembelian bermaterai

cukup;



n
il

. Surat pelepasan hak yang bermateral cukup dan |
stempel perusahaan;

6. Buktl pelunasan DPWKP (kKhusus angkutan umum

plat kuning], L

-

. Melakukan pan_d-.l_l"lf.ran pembavaran pajak rm:r.as|
keluar (dalam dan keluar provinsl )
2. Memverifikasi persyaratan pembayaran pajak mutasi
kefuar;
3. Menetapkan besaran PKB dan SWDKLLAJ yang harus
dibayarkan dan mencetak SKKP; '
4. Memverifikasi SKKP:
. Menerima. pembayaran SKKP dan PNBP mutas
keluar;
&. Mengrbitkan surat keterangan fiskal antar daerah; I
7. Pemilik  kendaraan bermotor menerima  surat
keterangan fiskal antar daerah;

B, Mengarsipkan SKKP dan arsip surat keterangan fiskal

dokumen sampal dengan penyerahan SKKP
maksimal 50 menit.

i!!-lﬂi']l.}r'ﬁ.ﬁﬂ-:' 11, Jenis dan tanf Penerimaan Negara Bukan Pajak |

{PNBP) vang beriaku pada Kepolislan MNegara
Republik Indonesia sesual dengan peraturan

pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2020:
Taril Penerbitan Surat Mutasi Keluar daerah :
- Roda 4 atau lebih Rp 250.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 150.000,-
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4. Tarlf Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama:
111,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan
2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3)0,5% untuk kendarsan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah,




ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam
kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial

dan keagamaan

b. Tanf PKB Progresif

1} 2% untuk kepemikikan kedua

2} 4,5% untuk kepemilikkan ketiga

3) 3% untuk kepemilikan keempat

4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif
a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda
2 {dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan |
bermotor mda 2 {dua) dengan |8 silinder
195 cc sampal dengan 199 o secara teknis |
dikategorikan dalam klasifikasl 200 ¢c dan
Kendaraan bermotor roda 4 {empat)
meliput! kendaraan penumpang pribad jenis |
Sedan, Jeep, Minlbus, dan Mikrabus |

¢} Pengenaan PKB Progresif atas kepemillkan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama dalam satu keluarga
yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga
(KK}

d) Penentuan urutan kepemillkan berdasarkan
langgal penyeranan

) Penentuan urutan kepemilikan moda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) dilakukan secara
terpsah '

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasd perkakian dan
2idua) unsur pokok:

1) NJKB dan;

2} Bobaot vang mencerminkan secara refatil tingkat
korusakan  jalan  dan/atau  pencemaran |
lingkungan akibat penggunaan  kendaraan |
bBermotar,

3. Besar Sumbangan Wajib Dana Keceiakaan Lalu

Lintas Anglutan Jalan:
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i mobil barang

| diatas  2.400cc,
| truck  container
| (an senisnya

Seuﬂ: jenis kendaraan dikenakan blaya pﬁ'rgganﬂan-
pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-

[ R P

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BEN-
KB, SWDKLLA) dan PNBP
Surat Mutasl Keluar

Surat Keterangan Fiskal (SKF)

LTNK Samentara

Bukli pelunasan SWDKLLAJ

Pengaduan melalul kotak saran;

Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;

Pengaduan melalul media social fﬁ'mawmmwﬂﬂrs“

o

Facebooik)

Pengaduan melalul calficenter dan whatsaps, Pesan |
Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.

. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 1964 tEﬂ-I'I-l;l

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas

Jalan;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momar 76
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tanl Atas Jenis
Penerimaan Megara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Republlk Indonesia MNomar 5
Tahun 2015 temtang Penyelenggaraan Sistem
Administrasl Manunggal Satu  Atsp Kendaraan

Bermaotor;

Instruksi Bersama Menteri Pertahaman dan

Keamanan,

Menteri Dalam Megeri dan Menten




S e m— e ——

Keuangan Momor  Ins/03/M/%/1999, Nomor 29|
Tahun 1999 dan Momor &/IMK.014/1399 teniang
Pelaksanaan Sestem Administrasi Manungga! dibawah
Saty Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda MNomor
Kendaraan Bermotor, Tanda MNomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajlb
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

8. Peraturan Menten Keuangan Nomor |
15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santuman Dan
luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di
Darat, Sungal/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan |
Lidara;

9. Peraturan ~ Menter Keuangan Nomior
16/PMIL010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermaotor;

11.Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah lawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahum 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Momor 2 |
Tahun 2011 tentang Pajak Daersh Provinsi Jawa |
Tengah;

| 12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa |

Tengah, Kepala 8adan Pengelola Pendapatan Daerah |

Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharia |

Cabang Utama Jawa Tengah

Momor: PR/IXL/ 2021

MNomor: 973/16.610

Momor: P31/5Pf2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direkdur lalu

Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas




Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provins |
Jawa Tengah, dan Kepala PT, Jasa Raharja Cabang |
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor
041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

Tempat parkdr
Ruang tunggu
Ruang Aduan

. Ruang Laktasl

. Pojok Baca

&, Smooking Area

7. Musholla

8. Genset

9. Area bermain anak
10. Tollet {Pria, Wanita dan Difable)
11. Tempat Sampah
12.Alr Minum

13. Wil

14 Tempat charger HP
15, Kursi Roda

16. Jalan khusus difable
17.Media informas layanan pajak
1B.Loket pembayaran
19. Komputer

20. Printer

21.Cash Register
22_AC

23.TV

24.Kursl wajib pajak
25. Mesin antrian
26.CCTV

Z7.P3K

28. APK

ot O

KOMPETENSI

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah
2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3 F'm-ueﬂhuan SAMSAT _{EEKP, STNK, ﬂmﬂ,!



SWDKLLAJ, dsb.) i
4. Pengetahuan Penerimaan Megara Bukan Pajak |
(PNBF) I
5. Pengetahuan pelavanan publik
6. Pengetahuan dﬁr—diﬁradmmlslﬂsl

10. | PENGAWASAN Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPFD,
INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan
= —— | Humas dengan cara mengawas! jalannya pelayanan,
(11| JUMLAH 6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepalisian dan Jasa |
|| PELAKSANA | Raharja) !
12. | JAMINAN |1, Wajib  Pajak  yang memenuhl persyaratan
PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan
;1. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran I
| 3. Wajib Pajak menerma Informasi Pefayanan Pajak
| Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian |
| keluhan
| 13. | JAMINAN Il Petugas Keamanan I
KEAMAMAN DAN | 2. Petugas parkir |
|| KESELAMATAN |3 CCTV |
14, | EVALLUAS] éEﬂuﬂdﬂﬂkﬁhﬂndllﬂthmh: |
KINERJA | 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA |2, Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM |
| 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FIKP) .




5. STANDAR PELAYANAN MUTASI MASUK (DARI DALAM DAN LUAR

| NO KOMPOMNEN LURAIAN

'1. | PERSYARATAN | Dokumen persyaratan:

1. ldentitas diri;

‘ a. Perorangan: Identitas dirl yang sah (KTP, KITAS
sesual nama/alamat baru)

b. Badan : MNIB, NPWP, Sural tugas ditandatangani

| oleh pimpinan dan dibebuhi cap Badan yang

bersangkutan, dan fotokopl Kartu Tanda |

‘ Pendduk bagl yang dibenkan tugas

c. Instansl pemerintzh (termasuk BUMN  dan
BUMD), surat tugas ditandai dengan tanda
tangan obeh pimpinan serta di bubuhi cap Instans
yang bersangkutan, keterangan domisili, surat
keterangan bagl kendaraan bermotor anghkutan
umum yang telah memenuhd persyaratan,
rekomendasl dari:

1) Menteri yang bertanggung jawab dibidang
sarana dan prasarana Blu lintas dan angkutan
jalan  wntuk Kawasan perkotaan  vang
melampau batas wilayah provinsi;

2) Gubernur wntuk Kawasan perkotdan yang
melampaul batas wilayah kabupaten/kola
dalam satu provins

3) Bupatywallkota wntuk Kawasan perkotaan
yang berada dalam wilayah kabupaten/kota,

4) Dinas perhubungan kabupaten/kota dan atau
balal pengelola transportast daral direktorat
jenderal perhubungan Darat  Kementenan
Perhubungan RL

5) Kendaraan bermotor  milik  Pemerintah
dilengkapl surat keterangan tentang Sumber |
Dana Pembellan dan Biaya Pemaliharaan yang
tercanturn  dalam  APBN/APBD  dengan |
mencantumkan Nomor Kode Rekening.

B) Surat keterangan asal usul kendaraan,




s

A

-

Buktl hasi pemeriksaan cek fisk  kendaraan

SPOPD yang telah dilsi dan ditandatangani;

Dodkumen kendaraan dari SAMSAT asal;

a. S5THK

b. SKKP terakhir;

c. BPKB;

d. Arsip STNK dan BPKB;

e, Surat keterangan Fiskal (SKF) dari SAMSAT asal;

f, Kwitansi Jual bell bermaterai cukup; |

Persyaratan tambahan:
1. Balik nama eks lefang kendaraan dinas milik negars, |

. Hibah : surat keterangan hibah/akte notans/

surat keputusan penjualan dan  penghapusan |
inventarts dari pejsbat yang berwenang, risalah |
lelang, buktl pembayaran kelang yang disahkan ulnh!
panitia lelang/pejabat yang berwenang. Fnrml.turl
permohonan STNK penetapan nama pemenang !
lelang rekomendas| Satlantas setempat.

keputusan pengaditan negeri; .
Eks angkutan umum kwitansi pembellan bermaterai |
Cukup, buktl pelunasan DPWKP dari SAMSAT asal,
Surat pelepasan hak yang bermateral cukup dan

| stermnpel perusahaan,
SISTEM 1. Melakukan pendaftaran mutasi masuk;: |
MEKANISME DAN | 2. Memverifikasl persyaratan permochonan  yang |
PROSEDUR diafukan;

R

. M=iakukan perekaman data berdasarkan berkas |

pendaftaran yang telah diverifikas:;

. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor |

yang berpotens dikenakan pajak progresif,
Menstapkan besaran BBNKB, FKB, PNBP dan
SWDHKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP,
Memverifikas SKKP

Menerima pembayaran SKKP

Mencetak STNK

Mencetak TNKB




10, Menyerahkan STNK, SKKP, TNKE; |
11. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor. ,

B

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

Jangka waktu mulal proses verifikasl persyaratan |
dokumen sampal dengan penyerahan SKKP |

(PNEF) yang berisku pada Kepolisian MNegara |
Republlk Indonesia sesual  dengan  peraturan |
pemerintah Republik Indonesia Momor 76 Tatun |
2020:
a. Penerbetan STHK :
- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-
b. Penerbitan TNKE : '
- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,- |
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermolor (BBNKB) :
a. Tarl BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya ;
1) 1% untuk penyerahan kendaraan orang |
pribadi, badan, angkutan wmum, hibah dan |
warns
2) 1% untuk kendaraan bermotor (eks CCACD, |
eks Badan-badan Intermasional dibawah PEB,
Eks Kontrakior Asing yang tidak direeksport) |
dari Badan Penyalur kepada pihak ke II1 ( |
Badan Pemalur sudah mengajukan STNK |
tetap/sudah membayar BENKE)
3) 1% untuk penyershan kendarsan bermotor |
lelang barang sitaan
b, Dasar pengenaan BEBNKE adalah NIKB
. Besaran BSBNKB adalah perkafian antara tarif |
dengan dasar pengenaan BBNKB
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4, Tarl Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama;
= 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan

bermotor pribadi dan badan




- 1 % untuk kendaraan mnMH urmurm |
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Fem-urlrrl:.uhi
Pusat dan pemerintah :Iaerah,.l
ambulans/jenazah sosial keagamaan, puﬂa,daml
kibakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Taril PKB Progresil
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2} 2,5% untuk kepemifikan ketiga
3} 3% untuk kepemilikan keempat
4} 3,5%untuk  kepemilkan  kelima  dan
Seterusnya
5) Ketentuan Progresif :
a) Kepemilikan Pribadl (TNKB Hitam,/Putih) |
b} Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor |
roda 2 (dusa) 200 cc keatas, termasuk
kendaraan bermotor mda 2 (dua)
dengan i silinder 195 cc sampal
dengan 199 ¢oc secara  teknis
dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc
dan Kendaraan bermotor roda 4|
(empat} mefiput! kendaraan penumpang
pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan
Mikrobus
£) Pengenaan PKB  Progresf  atas
kepemilikan  kendaraan  bermotor
didasarkan pada nama dan alamat yang |
sama dalam satu  keluarga  yang
dibuktikan dalam satu Kartu Kelusma
(KK)
d) Penantuan urutan kepemillkan
berdasarkan tanggal penyerahan
e} Perentuan urutan kepemilikan rods 2
(dua) dan roda 4 (empat) dfakukan
secara terpisah
. Dasar Pengenaan PKB adalah hasll perkaian dar
2{dua) unsur pokok:




- NIKB dan;

- Bobot yang mencérminkan secara relatif

tingkat  kerusakan

pEnCEMAran

jalan

penggunaan kendarasn bermotor,

4. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakasn Lalu

Lintas Angkutan Jafan:
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Golongan A

Tanf {(Hp)
1]

Golongan B

:

20.000

Golongan C1

§

THRT!
i

32000

Golongan C2

g
Eﬂ? g @

B0.000

]
26.2

0

%4 1.600cc

70000

:
a

1§
;

150.000

==

:
E

E
:

| 87.000
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L, serta
mibil

panumpang
-llqtlﬂn TR
chiatas
[ 1 _ﬁl:Ill:tr
Truck, miabil
tangki, maobil
gandengan,
mobil  barang
diatas  2.400cc,
truck container
chan sejenisnya
Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya mmganﬂan

pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-

160,000

' 5. | PRODUK LAYAMAN 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKE/BEN-
| KB, SWDKLLAJ dan PNEP
. 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor {STHK)
. 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKE)
. | 4. Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ
6. | PENANGANAN | L, Pengaduan melalui kotak saran;
PENGADUAN, | 2. Pengadian metalul Laporgub dan SP4N;
SARAN DAN | 3, Pengaduan melalui media social (Tnstagramy Twitter |
MASLIKAN Facabook)
4, Pengaduan melalui caficenter dan whatsagn, Pesan
Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
7.  DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomar 33 Tahun 1964 tentang

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang; |

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang |

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Ladu-Lintas |
Jalan;

Undang-Undang Nomar 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 55

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

. Peraturan Pemernintah Repubdik Indonssia Nomor 76

Tahun 2020 tentang lJenls dan Tanf Atas Jenis
Penenmaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Paca
Kepolisian Negara Republik Indonesia;




| & Persturan Presiden Republik Indonesia Momor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Adminisbrasl Manunggal 5Satu  Atap Kendaraan
Bermotor;

7. Instruksi Bersama Mented Pertahanan  dan
Keamanan, Menteri Dalam MNegeri dan Menten
Keuvangan Nomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Momor G6/TMK.014/1992 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasl Manunggal dibawah
Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomaor
Kendaraan Bermotor, Tanda MNomor Kendarsan
Bermotor, Tanda Coba Kendarazn Bermofor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermoior, Bea Balik '
Mama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajlb |
Dana Kecelakaan Laiu Lintas lalan;

8. Peraturan Menter Keuangan Momar |
15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib :ﬂ:ﬁamn;
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di
Darat, Sungai/Danau, Ferl/Penyeberangan, Laut Dan |
Lhdara; |

9, Peraturan Mentier Keuangan Momar |
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan |
Sumbangan Wajib Dana Kecelaksan Lalu Lintas
Jatan; i

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang |
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

11.Peraturan Daerah Provinst Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah |
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah |
Momoe 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawas
Tengah;

| 12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah lawa

Tengah, Kepala Badan Pengeloda Pendapatan I:iiurahl

Provinsi Jawa Tengah dan Kspala Pt. Jasa Raharja |




Nomor: PB/1/XI/2021

MNomar: 973/16.610

Nomaor; P/31/SP/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepalisian Dasrah Yawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daersh Provinsl
Jawa Tengah, dan Kepala PT. lasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Momor
41.7/0077, Dan Nomor P/L/SP/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

1. Tempat parkir
2. Ruang tunggu
3. Ruang Aduan

4. Ruang Laktasl
5. Pojok Baca

6. Smooking Area
7. Musholia

| B. Genset
9. Area bermain anak

| 10, Tailet (Pria, Wanita dan Difable)
11, Tempat Sampah

| 12, Air Minum
13. Wifi

| 14. Tempat charger HP

| 15.Kursi Roda

i 16. Jalan khusus difable

| 17.Media informasi layanan pajak

| 18, Loket pembayaran

i 19. Komputer

20. Printer

21.Cash Register

22 .AC

23TV

24, Kursl wajib pajak

25, Mesin antrian




| 26.CCTV

10.

13,

14.

| 27.P3K
| 2B. APK
 KOMPETENSI 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah
PELAKSANA | 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
' 3. Pengetahuan  SAMSAT  (SKKP, STNK, TNKB,
SWDKLLAJ, dsb.)
4. Pengetahuan Penerimaan Megara Bukan Pajak
| (PNBP)
5. Pengetahuan pelavanan publik
| 6. Pengetahuan dasar-dasar administras
PENGAWASAN Pelaksanaan harian dilskukan oleh Kepala UPPD, |
INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan |
Bermotor, Kepala Perwakllan dan Kasubag SW Dan
| Humas dengan cara mengawasi falannya pelayanan.
JUMLAH 6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa
_ PELAKSANA |Rshara)
JAMINAMN 1. Wajib Pajgk yamg memenuhl  persyaratan
PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan
L. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wafib Pajak menerma Informasi  Pelayanan
PajakKendaraan Bermator chan informasi
penyampaian kehshan |
JAMINAN 1. Petugas Keamaman
KEAMANAN DAN | 2. Petugas parkir
KESELAMATAN 3. OCTv
EVALUAST Evaluas! dilakukan dalam bertuk:
KINERIA 1. Pefaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 4. Pelaksanaan tindak famjut hasil SKM

_3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




6. PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR PINDAH ALAMAT
ATAS NAMA TETAP DALAM SATU WILAYAH REGIDENT

MO | KOMPONEN [ URALAN |
1. | PERSYARATAN Dokumen persyaratan: i
1. ldentitas din: |
a. Perorangan: Identitas dirl yang sah (KTP, KITAS |
| sesual nama/alamat baru) |
b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani |
| oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang |
bersangkutan, dan fotokopl Kartu Tanda |
I Penduduk bagl yang diberikan tugas
| . Instansi  pamerintah  (ermasuk  BUMN  dan |
BUMD), Perwakilan Negara Asing (PMNA) dan ;
Badan Intemmasional melampirkan Sural Tugas
ditanda tangani oleh pimpinan dan dibububi cap |
instansi yang bersangkutan, dan fotokopl Kartu
Tanda Penduduk bagl yang diberikan tugas.
2. STHNK;
3. BPKB;
4. ARSIP STNK dan BPKB;
5, SPOPD yang telah dils dan ditanda tangani;
6. Hasll cek fisk Kendaraan bermotor;
7. Bukti pedunasan DPWKP (khusus angkutan umum

= plat kuning).
[ 2. SISTEM 1. Melskukan pendaftaran pindah alamat atas nama
MEKAMISME DAN tetap
PROSEDUR 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen |

regiden Kendaran bermolor vang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas |
pendaftaran yang telah diverifikasi .
4. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLLAD |
yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP
7. Mencetak STHK
- B, Mencetak TNKB
| & Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB




10. Herqarﬁlpm r.‘hhurni!n Kerdaraan bermator

e e Bmmm wmc s mE e e mm o —

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan

3. [ JANGKA WAKTU
PENYELESALAN dokumen sampal dengan penyerahan SKKP maksimal 45 |
N menit
4. | BIAYA/TARIF

1. Jenis dan tarf Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBF) yang beraku pada Kepolisian MNegara |
Republik  Indomesia  sesuai  dengan  peraturan
pemerintah  Republlk Indonesia Nomaor 76 Tahun

2020
Penerbitan STNK :
- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
| - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

‘2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |
a. Tanf Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk |
kepemilikan pertama; |
1)1,5% untuk kepemillkan pertama kendarzan |
bermotor pribadi dan badan |
2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum |
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah |
Pusat dan pemerintah daerah, |
ambulans/ienazah sosial keagamaan, pemadam
kebakaran soslal keagamaan, lembaga scsial |
dan keagamaan
b. Tarl PKB Progresif
1) 2% uniuk kepemilikan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat
4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
5) Ketentuan Progresif :
a) Kepemilikan Pribadl (TNKB Hitam,Putih}
b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor mda
2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan
bermotor roda 2 (dua) dengan Isi silinder |
195 oc sampai dengan 199 o secara teknis
dikategorikan dalam Masifkasi 200 cc dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat) |

mefiputi kendaraan penumpang pribadi Jenis |




Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
c) Pengenzan PXB Progresif atas kepemiliean
kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama dalam satu keluarga
yang dibuktikan dalam satu Ksriu Keluargs
(KK)
d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan
e} Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (duaj |
dan roda 4 (empat) dilakukan secara
terpisah |
¢. Dasar Pengenaan PKE adalah hasil perkafian dan |
2(dua) unsur pakok: ‘
1) NIKB dan;
2} Bobol yang mencerminkan secara relstl tingkat .
kerusakan  jalan  dan/atau  pencemaran |

lingkungan akibat penggunaan kendaraan |

bermator.

3, Besar Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Anglautan Jaian: |
Golongan | keterangan Tanf (Rp) ;
Golongan A Sepeda  motor | 0

Shcc  kehawah,

mobil ambulance, |
mobil  jenazah,

| dan miabil

peTadam

kebakaran

dan Sonoter

diatas Skr sd |

250 dan

kericlaraEn

bermotor  roida
_ bga . |
Golongan €2 Sepeda  motor | 80000

dan SCOCter .




chidtas 2ot
Pick  Up/mobil
barang 5.4
L400cc, sedan,
jeep dan ok
penumpang

bukan angkutan
LTI

Mobil
PENUMEEng
anglkutan  umum
5.d L600cc

140,000

Buss dan Microbus
bukan  angkutan

LUmum

Golongan EL

Bus dan Mcrobus
bukan  angkutan
urTiLIm, serta
fricibal
penumpang
angkutan umum
innya  diatas
1.600cc

150,000

87,000

Truck, gl
tangki,  mobd
gandengarn,
el barang
distzs  2.400cc,
truck ocontainer
dan sejensnys

Elu.up jenis kendarsan dikenakan biaya penggantian
pembuatan kartu dana / sartifikat sebesar Rp3.000,-

Pengaduan melalui media social (instagramy Twitter

Pengaduan melalul calicenfer dan whatsspo, Pesan

5. | PRODUK LAYANAN | 1. Surat Ketetapan Kewsjiban Pembayaran PKB/BEN-
KB, SWDKLLA) dan PNBP
2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
1. Stiker Karty Dana SWDKLLA)
6.  PENANGANAN 1. Pengaduan melalul kotak saran;
PENGADUAN, 2. Pengaduan meialui Laporgub dan SPaN;
SARAN DAN K}
MASUKAN Facebook)
4,
Singkal (SMS) pada masing-masing unit kerja,
7. | DASAR HUKUM 1

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 terltarrg

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang; |




B

Dana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Lalu-Lintas .
Jalan;

. Ungang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang :

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 55

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tats
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 76

Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarf Aas Jenis
Penerimaan Megara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepalisian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Presiden Republik [ndonesla Momor 5|

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan  Sestem
Administrasl  Manunggal Satu  Atap  Kendaraan |
Barmotor;

Instruksi Bersama  Menter  Pertahanan dinl
Keamanan, Menter Dalam MNegeri dan Menter) |
Keuangan MNomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1993 dan Momor 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasl Manunggal dibawah |
Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda MNomor |
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan |
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik |
Mama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajlb
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Peraturan Mentar Keuangan Momor |
15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan |
luran Wajilb Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan |
Penumpang Alst Angkutan Penumpang Umum D
Daral, Sungal/Danau, Fen/Penyeberangan, Laut Dan
Uidara;

Peraturan Meriter] Keuangan Nomor |
16/PME.010/2017 Tentang Besar Santuran Dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas |
Jatan; |




10,

11.

Peraturan Kepalisian Momor 7 Tahun 2021 tentang |
Registrasi dan ldentifikas! Kendaraan Bermotor:
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Momor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Deerah lJawa Tengah |
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah |
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas |
Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Momor 2|
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi lawa
Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa |

Tengah, Kepala Badan Pengedola Pendapatan Daerah |
Provins! Jawa Tengah dan Kepala PL. Jass Raharia
Cabang Utama Jawa Tengah

Nomaor, PR//XI2021

MNomar: 973/16.610

Nomor; Pf31/5P/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur laly |
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas |
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinst |
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Eal:mngl
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomar |
041.7/0077, Dan MNomor P/1/SP/2012 tentang |
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

—
PRASARANA
DAN/ATAL

FASILITAS

M a

o @

10.
11.
12.
13.

Tempat parkir
Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Laktasi
Pojok Baca
Smoking Area
Musholia

Gensat

Area bermain anak
Toilet (Priz, Wanita dan Difable)
Tempat Sampah
Air Minum

Wil




10.

1.

12.

15, Kursi Roda
16.Jakan khusus difabie
17.Media informasi layanan pajak

1B.Loket pembayaran

19, Komputer

20. Printer

21.Cash Register

22.AC

23.TV

24, Kurs! wafib pajak

25. Mesin antrian

26.CCTV

27.P3K
] EH-.AF'II-".
KOMPETENSI 1. le_;ﬂlarmn tentang Pajak Daerah
PELAKSANA 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, |

SWDKLLAI, dsb.) '
4, Pengetahuan Penerimaan Megara Bukan Pajak |
(PNBP)

5. Pengetahuan pelayanan publik |

b. Fﬂmehhuandaﬁar-ﬁ:aﬂrﬂdnmmrﬁ
PENGAWASAN | Pelaksanasn harlan dilakukan oleh Kepala UPPD, |
INTERMNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seks Pajak ‘rtmdmn

Barmotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan |

Humas dengan cara mengawas jalannya pelayanan.
| JUMLAH |6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisan dan Jasa |
PELAKSANA | Raharja) |
| JAMINAN 1. Wajlb Pajak yang memenuhi persyaratan |
PELAYAMAN pendaftaran mendapsl pelayanan pembayaran paik |

kendaraan
2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
| 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan informasl penyampaian |
keluhan




KEAMANAN DAN | 2. Petugas parkir
KESELAMATAN 3. CCTV

14.  EVALUASI Evaluasi dilakukan datam bentuk:
KINERIA 1. Pelaksanasn Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM

3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




7. STANDAR PELAYANAN PEMBATALAN MUTASI KELUAR

KO
1.

KOMPONEN

| PERSYARATAN

URALAN

Dokumen persyaratan: |
1

Igentitas dirl:

b.

Perorangan: Identitas dirl yang sah (KTP atau
KITAS sesual namafalamat baru)

Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani
oleh pimpinan dan dibubuhl cap Badan yang
bersangkutan, dan fotokopl Kartu Tanda
Pendudu¥ bagl yang diberikan tugas

Instansi pemerintah  (termasuk BUMN dan
BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan
Badan [nternasional melampirkan Surat Tugas
ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap
instansl yang bersangkutan, dan fotokopd Kartu
Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.

2, Surat keterangan bagl kendaraan bermotor angkutan |
umum  yang telah memenuhi  persyaratan
rekomendasl dari Menteri yang bertanggung jawab di
bidang sarana  dan prasarana falu lintas dan
angkutan jalan untuk Kawasan perkoaan yang
melampaui batas wilayah Provinsi;

. Gubernur untuk Kawasan perkotaan yang melampaul

batas witayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
atau

- Bupatifwalikota uwnbuk Kawasan perkotaan yang

berada dalam wilayah Kabupaten/kota I

. Dinas perhubungan kabupaten/kota danfatau balal

pengelola transportas darat Direktorat Jenderal |
perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;

. Kendaraan bermotor millk Pemerntah dilengkap |

surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian
dan Biaya pemsliharasn yang tercantum dalam APBN
JAPBD dengan mencantumkan Nomor kode rekening |
7. Bulti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor |
8. SPOPD yang telah dilsi dan ditandatangani




16, Surat keterangan penolakan pendaftaran kendaraan |

9, STNK
10. BPKB
11.5urat keterangan fiskal (SKF) dar Samsat Asal
12, SKKP terakhir dari Samsat Asal |
13.Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum
plat kuning) |

14, Bukti pendaftaran darl Samsat tujuan;
|15.5urat Pernyataan pembataian mutasi dari pemilk |

kendaraan bermotor  dibububi | dengan  meterai |
secukupnya;

bermotor dari Samsat  tujuan  (apabila  ada
kekurangan  spesifikasi  dokumen  kendaraan

MEKANISME DAN
FROSEDUR

Melakukan pendaftaran pembatalan mutasi keluar

2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen
regiden Kendaraan bermotor yang diajukan

3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas
pendaftaran yang telah diverifikasi

4, Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor

5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan
SWDELLA)

6. Mencetak SKKP

7. Memverifikasi SKKP

8. Menerima pembayaran SKKP

9. Mencetak STHK

10, Mencatak TNKB

11.Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB

12. hhngarﬁphan dokumen Kendaraan bermotor

i
&

JANGKA WAKTU

BIAYA/TARIF

Jangka wakie mula! proses verifikas p-er!i'y'aumanl
dokumen sampal dengan penyerahan SKKP nuhﬂma”
45 menit I

1. Jemis dan taril Penerimaan Megara Bukan Fajalr.
[PNBP) vang beraku pada Kepolisian Megara |
Republik  Indonesia  sesual  dengan pemh.lml
pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tﬂl‘ll.].l'l|
2020 !




a. Penerbitan STNK :
- Roda 4atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2atau 3 Rp 100.000,-
b. Penerbitan THNEE :
- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-
2. Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :
a. Tarif BBNKB penverahan kedua dan seterssnya |
1} 1% untuk penyerahan kendaraan orang
pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan |
waris
Z} 1% untuk kendaraan bermotor (eks COCD, |
eks Badan-badan Internasional dibawah PBE, |
Eks Kontraktor Asing yang tidak direeksport) |
darl Badan Penyalur kepads pihak ke IT1 (|
Badan Penyalur sudah mengajukan STHEK
tetap/sudah membayar BBNKB)
3) 1% untuk penyerahan kendaraan bermotor |
lefang barang sitaan
b, Dasar pengenaan BENKB adalah NIKB
c. Besaran BBNKB adalah perkakan antara tarf
dengan dasar pengenaan BBNKE
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKE)
3, Tarlf Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertamas
1}1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan
2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah,
ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam
kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tanf PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilfkan kedua
2} 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3} 3% untuk kepemilikan keempat




4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
5} Ketentuan Progresif ;
a) Kepemiikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor m:l.n
2 (dua} 200 cc keatas, termasuk Iu!ndnrun .
bermotor roda 2 (dua) dengan isi sllh.'lﬂf|
195 cc sampal dengan 199 cc secara teknis |
dikategorikan dalam kasifikasi 200 cc dan!
Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
meliputl kendaraan penumpang pribadi jenis |
Sedan, Jeep, Menibus, dan Mikrobus
€] Pengenaan PKB Progresf atas kepemilikan |
kendaraan bermotor didasarkan pada nama |
dan alamat yang sama dalam satu keluarga
yang dibuktikan dalam satu Kartu Kelyarga |
(KK)
d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan |
tanggal penyerahan
2) Penentuan urutan kepemilian roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) dilakekan secara |
terpisah
¢. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkallan dari |
Aldua) unsur pokok:
1) NJKB dan;
2) Bobat yang mencerminkan secara relatif tingkat |
kerusakan  jalan  danfatau  pencemaran
lingkungan akibat penggunaan kendaraan :

bermotor.
4, Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Laiu
Uﬂtﬁﬁr#mlan Jﬂ!_l_ll i
|Golongan | Keterangan | Tarf (Rp)
- Goksngan A Sepeda  motor | O
Sice  kebawah,
mokil ambulance,
| mobil  jenazan,
| dan michi|
| pernadam
| | kebakaran




5,

PRODUK LAYANAN

Golongan B

%

| Golongan C1

S
1t

:
;

Tl
Eég 3§

i

i

.

1

LITRETS
5.4 1.600cc

H

140.000

Bus dan Microbus
bedcan  angkutan
[P

Bus dan Microbus
bucan anph.m-l
wmmum,
mobl

peEnUmEEng
angkutan umum
Ginnya  diatas
1.600cc

87.000

Tn.l:it. miciDal
tangki, moibé
gandengan,
Frsgabl barang
diaties  2.400cc,
truck  Container
can

160,000

. an sejenesnys | ==
Sefiap jenis kendarsan dikenakan biaya penggantian

1. Sural Ketetapan Kewajlban Pembayaran HEB,"EH-

KB, SWDKLLAJ dan PNBP

e




2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Tanda Nomor Kendaraan Barmotor (TNKB)
| PENANGANAN 1. Pengaduan melalul kotak saran;
PENGADLIAN, 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SPaN;
SARAN DAN 1. Pengaduan melalui media social (lnstagramy Twitler/ |
MASUKAN Farebaolk)
4. Pengaduan melalul calicender dan wiatsapp, Pesan |
B Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang |

Dana Pertanggungan Wajb Kecelakaan Penumpang;

Undang-Undang Nemar 34 Tahun 1964 tentang |
Dana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Lalu-Lintas |
Jalan; |

. Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2009 tentang |

Pajak Daersh dan Retribusl Daerah; |
Feratueran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 |
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata |
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 |
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarf Atas Jenis |
Penarimaan Negara Bukan Pajak Yang Beraky Pada |
Kepolisan Negara Republik Indonesia;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomaor 5|
Tahen 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Adménistrasli Manunggal 5Satu  Atap Kendarzan
Bermotor;

Instruksl Bersama Menterl Pertahanan dan |
Kearmanan, Menteri Dalam Negeri dan Hentu'li
Keuangan Nomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 |
Tahun 1999 dan MNomor 6/TMK. 01471999 l:enlan;r!
Pelaksanaan Sistem Administrasl Manunggal dibawah |
Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomar |
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan |
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan)
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Ballk
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib |
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;




|B. Peraturan  Menteri  Kewangan  Momor |

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa

15/PMK.010/2017 Tertang Besar Sentunan Dan |
Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kmﬁaanl
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum L‘:I
Darat, Sungai/Danau, Fen/Penyeberangan, Laut Dan | _
Udara;

Peraturan Menter Keuangan Mamor
16/PMILO10/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Lalu Lintas |
Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermaotor;

11.Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Momor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas |
Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor i.
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa |
Tengah;

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Proving Jawa Tengah dan Kepals Pr. Jasa Raharja
Cabang Utama lawa Tengah

Momor: PB/IAX/2021

MNomor: 973/16.610

MNomor: P/31/5P/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu |
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas |
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi |
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang |
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor
041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa ngah

TEfﬂ{Ht [.'Iil'lllilf

2. Ruang tunggu
3. Ruang Aduan




FASILITAS

. Ruang Laktas

. Pojok Baca

. Smooking Area

. Mushaolla

. Genset

. Area bermaln anak

10, Toiket (Pria, Wanita dan Difable)
11.Tempat Sampah

12. Air Minum

13. Wifi

14, Tempat charger HP

15.Kursi Roda

16. Jalan khusus difable

17, Media informasi layanan pajak

18. Lokel pembayaran
19. Kompuber

200, Primter

21,Cash Register
22.AC

3. TV

249, Kursi wajlb pajak
25.Mesin antrian
26.CCTV

27.P3K

28. APK

4
5
&
7
8
9

' 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT  (SKKP, STNK, TNKB,
SWDXLLAJ, dsh.)

4. Pengetahuan Penerimaan MNegara Bukan Pajak |
(PNBF)

5. Pengetahuan pelayanan publik

6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi

10.

PENGAWASAN
INTERMNAL

Pelaksanaan hanan dilakukan olely Kepala I.I'F'F"I:l,!
Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak H&nﬂaraanl
Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan |




[1L

JUMLAH

6 (enam) pelaksana (BAPEMDA, Kepolisian dan Jasa |

PELAKSANA Raharja}
12. | JAMINAN 1. Wajib Pajak  vyang memenuhl  persyaratan
PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan
2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajib Pajak menerma Informasi Peigyanan Fajak |
Kendaraan Bermotor dan informasl penyampaian |
|13, | JAMINAN 1. Petugas Ksamanan
KEAMANAN DAN | 2. Petugas parkir
KESELAMATAN 3. CCTV
|14, | EVALUAS] Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERIA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSAMA Z. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM




B. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR UBAH

WARNA
‘1. | PERSYARATAN Dokumen persyaratan: ‘
1. ldentitas diri:
| a. Perorangan: Identitas dii yang sah (KTP atau |
KITAS sesuai STNK) '
b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas dhndamugant|
oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang |
| bersangkutan, dan fotokopl Kartu Tanu:u!
Penduduk bagl yang diberikan tugas I
| c. Instansl pemerintah  (termasuk BUMN  dan |
BUMD), Perwakilan Megara Asing (PNA) dan |
Badan Internasional melampirkan Surat Tugas |
ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhl cap
instans! yang bersangkutan, dan fotokopl Kartu
Tanda Pencduduk bagt vang diberkan tugas.
2. Bukti hasd pemertksaan cek fislk kendaraan bermotor
3. Rekomendasi darl unit pelaksana regident umfuk
perubahan warna kendaraan bermotor
4, Surat keterangan bermeteral darl bengkel/karoseri
yang memiliki fin instans| yang berwenang
5. 5THK
6. BPKB dan Tanda bukt pendaftaran
7. SKKP tahun terakhir
. 5 B. SPOPD yang tefah diisl dan ditandatangani
2 | SISTEM 1. Melakukan pendaftaran perubahan warna
MEKANISME DAN | 2. Memvesifikasi persyratan dan keabsahan dokumen
PROSEDUR regident Kendaraan bermotor yamng diajukan |

3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas |
pendaftaran yang telah diverifikasi

4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan mencetak |
SKKP '

5. Memverifikasi SKKP

6. Menerima pembayaran SKKP

7. Mencetak STNK




9. Wﬁpﬁndﬁmmw

JANGKA WAKTU

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan
dokumen sampai dengan penyerzhan SKKP  maksimal
mm - ——— e m—

1. Jenis dan tarf Penerimaan MNegara Bukan Fajm:i
{PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Megara Republik | |
Indonesia sesual dengan peraturan  pemerintah |
Republik Indonesia Momor 76 Tahun 2020:

Penerbitan STNK :
- Roda 4 atau lebih Rp 200,000 -
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) _
a. Tanf Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama;
1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan
bermator pribadi dan badan
2) 1 % untuk kendaraan barmotor anghutan umum
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah,
ambulansjenazah spsial keagamaan, pemadam
kebakaran soslal keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tarf PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2} 2,5% untuk kepemilikan kebiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat
4} 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
3) Ketentuan Progresif :
2) Kepemilikan Pribadl (TMNKB Hitam/Putih)
b) Jends Kendarsan : Kendaraan bermotor roda |
2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan |
bermotor roda 2 (dua) dengan Isi sllh:dar|
195 cc sampai dengan 199 cc secara I;EFH'IIE
dikategorikan dalam klasifikast 200 cc dan |
Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
meliputl kendaraan penumpang pribadi jenis |




‘Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan

kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama datam satu keluarga
yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga |

(KK)
d)

tanggal penyerahan

e)

Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan |

Penentuan urutan kepemilikan roda 2 tuua]rf

dan roda 4 (empat) dilakukan secara |

terpisat

nmnrmmmmmnm?
2{dua) unsur pokok:

1) NJKB dan;

2) Bobol yang mencerminkan secara relatif tingkat |
dan/atau  pencemaran |
akibat penggunaan kendaraan |

kerusakan
lingkungan
bermolor.

jalan

Lintas Angkutan Jalan:

Golongan

' Golongan A

Besar Sumbangan Wajib Dana Kecslakaan Lalu |

Tard (Rp) |
o




| DASAR HUKUM

[ Golongan EF | Bus dan Micobus | 150,000

Gﬂiﬂ‘ﬂiﬂEL:l Bus dan Microbus | 87,000

'F

diatas
mabil | 160,000
bl

Setiap jenis kendaraan dikenakan hll:'ﬂ'l pmggnntinn
| pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-

1. Sural Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-
KB, SWDKLLA] dan PNBP
2, Surat tanda Hnm-:ﬂtu'r:huun Bermotor (STNK)

1, Pengaduan melalul kotak saran;

2. Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;

3. Pengaduan melafui media socal (Instagram Twittar |
Facabook) .

4. Pengaduan melalul calventer dan whafsaop, Pesan |

_Singlcat (SM5) pada masing-masing unit kerja, |

1. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 1964 tentang |

Diana Pertanggungan Wajlb Kecetakaan Penumpang;

| &, Undang-Undang MNomor 34 Tahun 1964 tentang |




10.

Dana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Lalu-Lintas|
Jalan: |
Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 |
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata |
Cara Pemungutan Pajak Daerah; |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 |
Tahun 2020 tentang lenis dan Tarf Atas Jenis |
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaky Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5§

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasl Manunggal 53ty Atap Kendaraan
Bermotor;

. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan

Keamanan, Mented Dalam MNegerl dan Menter |
Keuangan Nomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Momor G/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasl Manunggal dibawah |
Sstu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor |
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Barmotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor danl
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik |
Mama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib |
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

. Peraturan Menter Keuangan Nomor

15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
luran Waijilb Dana Pertanggungan Wajib Kecetataani
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di |
Carat, Sungai/Denau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan !
Lidara,

Peraturan Mianteri Kewangan Momor |
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Uritas
Jalan;

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang




Registrasi dan Identifikas! Kendaraan Bermotor:

11.Persturan Dasrah Provins Jawa Tengah Nomor 2|
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan I:iae::ahl
Momor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas!
Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 2|
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa |
Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah lawa
Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja |
Cabang Utama Jawa Tengah
Momor: PB/L/XE 2021
Nomor: 973/16.610
Nomor: P/31/5P/2021
tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direidur labu |
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas |
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsd
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang |
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Namor
041.7/0077, Dan MNomor P/AL/SPA2012  tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

| SARANA,
PRASARANA
DAM/ATAL
FASILITAS

Tempat parkir
Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Lakiasl
Pojok Baca
Smooking Area
Mushodla
Genset
. Area bermain anak
| 10. Toilet {Pria, Wanita dan Difable)
| 11.Tempat Sampah
| 12, Air Minum

13. Wifi

14, Tempat charger HP

-

e I G R

oo




15.Kursi Roda

16.Jalan khusus difable
17.Media informasi layanan pajak
18. Loket pembayaran
19, Komputer
20. Printer
21.Cash Register
22.AC
23TV
4. Kursl wajlb pajak
25.Mesin antrian
26.CCTV
27.P3K
28, APK
9. | KDMPETEMNSI 1. Pengetahuan tentang Pajak Dasrah
PELAKSANA 2. Pengetahuan tantang SOP Pelayanan Samsat
3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, THNKB,
SWDKLLAJ, dsb.)
|4, Pengetahuan Penerimaan Megara Bukan Pajak
(PNEP)
5. Pengetahuan pelayvanan publik
| S 6. Fmgﬂahunndm-dasaradmmlmﬁl
10. | PENGAWASAN Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD,
INTERMAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakfian dan Kasubag SW Dan
I — - Humas dengan cara mengawas jalannya peiayanan.
11.  JUMLAH 6 {enam) pelaksana (BAPENDA, Kepalisian dan Jasa
PELAKSANA Raharja)
12. | JAMINAN 1. Wajib Pajak yang memenuh pergyaratml
PELAYANAMN pendaftaran mendapat pefayanan pembayaran pajak
kendaraan
4. Walib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajib Pajak menerma Informasi Pefayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan informasi penyampalan
- keduhan
13, | JAMINAN 1, Petugas Keamanan




2. Petugas pa?ﬂr
3, v

| Evaluasi dilakukan dalam bentuk:

1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Pelaksanaan tindak tanjut hasil SKM

3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




9. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR UBAH

NO | KOMPONEN

LIRAIAN

1. | PERSYARATAN

MEKANISME DAN
PROSEDUR

e m

e

Dokurmen persyaratan;
L

Identitas diri:

a. Perorangan: Identitas dirl yang sah (KTP, KITAS
sesual STNK)

b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani
oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang
bersangkutan, dan folokopi Kartu Tanda |
Penduduk bagl yang diberkan tugas '

C. Instanst pemenntah (termasuk BUMN dan |
BUMD), Perwakilan Megara Asing (PNA) dan |
Badan Internasional melampirkan Surat Tugas
ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhl cap |
instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu |
Tanda Penduduk bag! yang diberikan tugas.

Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor |

STHK dan BPKE serta SKKP tzhun terakhir '

SPOPD yang telah dissl dan detandatangani

Rekomendasl darl unit pelaksana regident untuk |

gant! mesin bukan bary |

Kwitans: pembelian mesin

BPKB dan STNK dan asal-usul berkas Kendarasn |

bermotor mesin penggant

Faktur pembelian mesin pengganti

Sural keterangan dari bengkel; resmi atau APM atau |

bengkel umum  yang metakukan | penggantian 5

mesinybengkel yang ditunjuk. |

Melakukan pendaftaran perubahan mesin '

. Memverifikasi persyratan dan keabsahan dokumen |

regident Kendaraan bermotor yang diajukan
Melakukan perekaman data berdasarkan bDerkas
pencaftaran yang telah diverfikasi

Menetapkan PKB, SWOKLLAI, PNBP dan mencetak |
SKKP




3

4.

PENYELESAIAN

| BIAYA/TARIF

;5. Memverifikas SKKP
| B, Menerma pembayaran SKKP

| 7. Mencetak STNK

| B. Menyerahkan STNK dan SKKP

i EII. I'-'Ienqars.lpkm dokumen kendaraan bermotor

| Jangka wakty mulal proses verifikasi persyaratan |
dokumen sampal dengan penyerahan SKKP  maksimal
| 35 menit

| 1. Jenis dan tarff Penermaan Megara Bukan FPajak |
(PNBP)} yang berlaku pada Kepolisian Megara
Repubfik Indonesia sesual  dengan peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomar 76 Tahun

2020:

Penerbitan STNK :
- Roda 4 atau lebih Rp 200.000, -
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000, -

2. Dasar Pengenaan Tambahan BBNKB bagi
kendaraan bermotor yang mengalami penggantian
mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 12,5%
dari Nilai Jual Mesin Pengganti.

3. Nial Jual Mesin Penggant ditetapkan sebagaimana
berikut :

a. Mesin dengan is silinder s.d 2.500ce, sebesar Rp.
B.000.000,- ;

b. Mesin dengan i silinder 2.501cc s.d 5.000cc,
sebacar Rp. 15.000.000,- ;

C. Mesin dengan isi silinder 5.001cc s.d 10.000cc,
sebesar Rp. 20.000.000,- ;

d. Mesin dengan ki slinder diatas 10.000cc, sebesar
Rp. 30.000.000,- .

4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarlf Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama:

1)1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan

2} 1 % untuk kendaraan bermator angkutan umum |

3}0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah '




Pusat dan pemerintah daerat, |
ambulans/jenarah sosial keagamaan, pemadam
kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tanf PKB Progresif
1} 2% untuk kepemilikan kedus
2} 2,5% untuk kepemitikan ketiga
3} 3% untuk kepemilikan keempat
4} 3,5%uwntuk kepemilikan kelima dan seterusnya
5) Ketentuan Progresif -
a) Kepemilikan Pribadi (TNKB HitamyPutif)
b} Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda
2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan
bermotor roda 2 (dua) dengan Isi =llinder
195 cc sampal dengan 199 cc secara teknis
dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
meliputi kendaraan penumpang pribadl jenis
sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
C) Pengenzan PKB Progresii atas kepemilian
kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama dalam satu keluarga
yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarge
(KK)
d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan
e} Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) |
dan roda 4 (empat) dilakukan secara
terpisah
c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasll perkalian dari |
2{dua) unsur pokok:
1) NIKB dan; |
2) Bobot yang ﬂmmlﬂnmrarﬂatﬂ’tlngimi
kenusakan  jalan  dan/atau  pencemaran |
ingkungan akibat penggunaan kendaraan |
bermotor.
3. Besar Sumbangan Wallb Dana Kecelakaan Lalu |




Tarif (Rp)

1N
i

|

Golongan C2

i
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gandengar,

ol barang

diatas  2.400cx,

truck  Contaner

|danseensma |
Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian

pembuatan kartu dana / mmmwnpam-

| PRODUK LAYANAN

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-

KB, SWDKLLAJ dan PNBP
R 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STHK)
| PENANGANAN 1. Pengaduan melalul kotak saran;
PENGADLUAN, 2. Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;
SARAN DAN 3. Pengaduan melalul media social (Tnstagram Twiter’
MASLUKAN Facebook)
4. Pengaduan melalul calicenfer dan whalsapn Pesan
Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja,
DASAR HUKLIM 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tE:ﬂam;

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang
Cana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

3. Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daarah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 55 |
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 |
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarfl Atas Jenis
Penerimaan Megara Bukan Pajak Yang Beraku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Esl:em
Administrasi Manunggal Satu  Atap  Kendaraan
Bermotor;

7. Instruksl Berssma Menterl Pertahanan dan |
Keamanan, Mentert Oalam Negeri dan Menter |
Keuangan Nomor lm,ruynmlwﬂ. Nomor 29|



Pelaksanaan Sistem Administrasi } mnmggar dlh.mahl
satu Atap Dalam Penerbltan Surat Tanda Hmmr
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Il:u':uaraanl
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor :!anl
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik |
Nama Kendaraan Bermolor Serta Sumbangan Wafib |
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan: |

B. Peraturan Menten Keuangan Nomor |
15/PME.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan|
luran Wajib Dana Pertanggungan Wajlb mmm”
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum IJII
Darat, Sungal/Danau, Fer/Penyeberangan, Laut Dan |
Udara;

9. Peraturan Menter Kewangan Nomor |
16/PMILO10/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas |
Jalan;

10, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang |
Registrasi dan Identifikas| Kendaraan Bermotor;

11.Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah MNomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah |
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provins Jawa
Tengah;

12 Peraturan Bersama Kepala Kepolislan Daerah Jawa
Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Dasrah
Provins Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharia
Cabang LUtama Jawa Tengah
womor: PRAYXL/2021
Momor; 973/16.610
Nomor: P/31/5P/2021
tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas |
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Dasrah Prowvinsl
Jawa Tengah, dan Kepala FT. Jasa Raharja Cabang |




Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor
D41.7/0077, Dan MNomor PIL/SP/2012  tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

Ttmpat_pariur

Ruang tunggu

Ruang Aduan

Ruang Laktasi

Pojok Baca

Smoking Area

7. Mushoila

8. Genset

9. Area bermain anak

10. Toilet {Pria, Wanita dan Difable)

11. Tempal Sampah
12, Air Minum

il b B e

13, Wi

14. Tempat charger HP

| 15.Kursi Roda
| 16. Jalan khusus difable

17.Media informasl layanan pajak

| 18.Loket pembayaran
| 19, Komputer

20. Printer

21.Cash Register
22.AC

23.TV

24 Kursi wajib pajak
25. Mesin antrian
26.CCTV

27.P3K

28 APK

KOMPETENSI

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STHK, TNXB,
SWDKLLAJ, dsb.)

4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak




(FMBF)

3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)

5. Pengetahuan pelayvanan publik
| 6. Pengetahuan dasar-dasar administras|
10, | PENGAWASAN Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, |
INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan
L S Humwﬂﬂﬁﬂwlﬂﬂﬁl}!lﬂwamn
11, | JUMLAH & (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa |
|| PELAKSANA Raharia)
12, | JAMINAN 1, Wajib  Pajsk yang memenuhi  persyar: p.-_rs,mun'
PELAYANAN pendaftaran mendapat pefayanan pembayaran pajal:
kendaraan
2, Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak |
Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian |
1 | kelunan
13. | JAMINAN 1. Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN 2. Petugas parkir
KESELAMATAN 3. cCTv
14,  EVALUAST Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERIA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasi SKM




10. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR
GANTI NOPOL

1. | PERSYARATAN Dokumen persyaratan: i
1. Identitas diri: I
3. Perorangan: Identias did yang sah (KTP atau |
KITAS sesual STNK) i
b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani |
| oleh pimpinan dan dibububi cap Badan yang |
bersangkutan, dan folokopl Kartu Tanda |
Penduduk bagl yang diberikan tugas
¢, Instansl pemerintah (termasuk BUMMN  dan
BUMDY), Perwakilan MNegara Asing (PMA) dan |
Badan Intermaskonal melampirkan Surat Tugas |
ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap |
instans yang bersangkutan, dan fotokopl Xartu
Tanda Penduduk bagl yang diberikan tugas.
2. Dokumen kendaraan bermotor (STNK dan BPKB)
1. Hasil cek fisik Kendaraan bermator
4. SPOPD yang telah di ist dan ditanda tangani
5
B.

NRKB dari Kepolisian (Satiantas Uinit BPKB)
Untuk perubahan NRKB menjadi MNRKB pilihan |
ditambah dengan tanda bukti pembayaran PNEP

1. Melakukan pendaftaran r;aTrrti_annl

MEKANISME DAN | 2. Memverifikasi persyratan dan keabsahan dokumen
PROSEDUR regident Kendaraan bermotor yang diajukan

3, Mefakukan perekaman data berdasarkan berkas |
pendaftaran yang telah diverifikasi
Menetapkan PEB, SWOELLAJ, PNBP dan mencelak |
SKKP |
Memverifikasi SKKP

Menerima pembayaran SKKP

Mencetak STNK

Mencetak TNKB

Menyerahkan STHNK dan SKKP, TNKB

|

&~

@ E




3,

T JANGHA WAKTU

mm-;mmmmumw

Jangka wakitu mulal proses verifikasl persyaratan |
dokumen sampal dengan penyerahan SKKP  maksimal

1. Pajak Kendaraan Bermaotor (PKB)
a. Tanf Pajak Kendaraan Bermotor (PXB) untuk

! PENYELESAIAM
50 menit
4. | BIAYATTARIF 1

Jents dan tarf Penerimaan Hegara Bukan Pajak
(PNBF) yang berlaku pada Kepolisan Negara
Republik Indonesia sesual dengan  peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2020:

d. Penerbitan STNK :
- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
= Roda 2 atau 3 Rp 100.0:00,-
b. Penerbitan THKB :
-Roda 4 atau labih Rp 100.000,-
-Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

kepemilikan pertama:

1)1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan
bermotor pribadl dan badan

2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum

3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah,
ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam
kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan

. Tarf PKB Progresif

1} 2% untuk kepemilikan kedua
2} 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan kesmpat
4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnva
5} Ketentuan Progresif :
a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
b) Jenis Kendaraan : Kendarsan bermotor roda |
2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan |
bermator roda 2 (dua) dengan s silinder | .
185 cc sampal dengan 199 cc secara teknis |




‘dikategorikan dalam kiasifikas 200 cc dan
Kendaraan bermotor mda 4 (empat)
meliput! kendaraan penumpang pribadl jenis
Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
£) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan
kendaraan bermolor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama datam satu keluarga
yang dibuktikan dalam satu Karfu Kefuarga
(KK
d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan
&) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) dilakukan secara
terpisah
t. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari
Z{dua) unsur pokok:
1) NJKB dan;
) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat |
kerusakan  jalan  danfatau | pencemaran |
lngkungan akibat penggunaan kendaraan

bermator.
3, Besar Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Angkutan Jatan
| Golongan Ketirangan Tanf (Rp)
[Eﬁurganﬂ. Sepeda  motor | O
| scc  kisbawah,
ol ambulance,
mobil  jenazah,
dan ol
pemadam
kebakaran
| Golongan B Mot derek dan | 20.000 i
| SEfeniSnya -
Golongan C1 | Sepeda  mofor, | 32,000
sepada kumbang
dan scooter
diatas S0 sd
I50cc darn
kendtaraan
bermotor  moda
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.| PRODUK LAYANAN

1. Surat Ketetapan Kewajiban F"!I'I'IJ-I!WrH‘l PKE/BEN-
KB, SWDKLLA] dan PNEP
2, Surat tanda Nomor Kendaraan Bermator (STNK)

| 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermator (THKB)

' 1. Pengaduan melalul kotak saran:

E. Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;
L1 Pengaduan melalui media social (Testagramy Tt

Facebook)

4. Pengaduan melalul cafcerter dan wiaisang, Pesan
SINGHA (SM5) Pada masing-Tasing unk kerje.

N sejenisnya
Setlap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian |
pembuatan kartu dana | serﬂﬂﬂtsﬂhﬁ&rﬂpafm




| DASAR HUKLM

. Undang-Undang Momor 33 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

. Undang-Undang Momor 34 Tahun 1984 temtang
Dana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Laiu-Lintas |
Jalan;

. Undang-Undang Nomar 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dasrah dan Retribusi Dasrah; :
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 |
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Permungutan Pajak Dagrah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 |
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarl Atas Jems
Penerimaan MNegara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Megara Republik Indonesia;

. Peraturan Presiden Republlk Indonesia Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyalenggarssn Ememi
Administrasi Manunggal Satu  Atap Kendaraan
. Instruksl Bersama Menterl Pertahanan dan
Keamanan, Menteri Dalam Negerl dan Menter |
Keuangan Nomor  Ins/03/M2/1999, Nomor 19
Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang |
Pelaksanaan Sistem Administrasl Manunggal dibawah |
Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balk
Mama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajlb -
Dana Kecelakaan Latu Lintas Jalan;

. Peraturan Menten Keuangan Marmor
15/PME.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
luran Wajib Dana Pertanggungan Wajih Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum [N
Darat, Sungai/Danau, Fen/Penyeberangan, Laut Dan
Udara,

. Peraturan Menter Keuangan MNomor
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan



Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Laly Lintas |
lalan: |

10. Peraturan Kepofisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang |

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; |

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 |

Tahun 2011 tentang Pajak Deerah Jawa Tengah |
sebagaimana telan diubah dengan Peraturan Daerah |
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas |
Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Namor 2|
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa |
Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa |

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala PL Jasa Raharja |
Cabang tama Jawa Tengah

MNomor: PR1T/XT 2021

Nomor: 973/16.610

Nomor: P{31/5P/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu |
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala I:lhasi
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Prowvinsi |
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang |
Ltama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomer |
041.7/0077, Dan Nomor P/1/SPf2012 tentang |

standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

DAN/ATAL
FASILITAS

g B e L Y

9.

Tempat parkir
Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Laktas
Pojok Baca
Smaking Area
Musiholla
Genset

Area barmain anak ‘

10.Toilet (Pria, Wanita dan Difable)
11.Tempat Sampah




10.
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12, Air Minum
13.Wifi

14. Tempat charger HP

15.Kursl Roda

16.Jaian khusus difable

17.Madia informasl layanan pajak
18. Loket pembavyaran

19, Kamputes
20. Printer

21.Cash Ragister

22.AC

23.TV

24_Kursi wajib pajak

25, Mesin antrian

26.CCTV

27.P3K

2B APK

1, Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, i
SWDKLLAJ, dsb.)

4. Pengetahuan Penerimasn Megara Bukan Pajak
(PNBP)

| 3. Pengetahuan pelayanan pubiik

| 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi

PENGAWASAN
INTERNAL

F'elahsaman harian diakukan oleh Kepala LIPPD,[
|F:nu-rdhu1:nt SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan |
| Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan |
| Humas dengan cara mengawasi | jalannya pelayanan,

& (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepofisian dan Jasa |
 Raharja)
1. Wajb Pajak yang memenuhi persyaratan
pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan
£, Wajlb Pajak mendapatkan tanda terima pembavaran
| 3. Wajlb Pajek menerima Informasi Pelayanan Pajak




Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian |

b o e i

13

JAMINAN
KEAMANAN DAN
HEELM!LTM

14,

EVALUASI
KINERIA
PELAKSANA

Evaluasi dilakukan dalam bentuk:

1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Pelaksanaan tindak fanjut hasil SKM
3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




11. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR STNK

RUSAK ATAU HILANG

(NO | KOMPONEN URAIAN ]

1. | PERSYARATAN | Dokumen percyaratan: '

| 1, identitas diri:

@ Perorangan: ldentitas dirf yang sah (KTP atau |
KITAS sesual STNK)

b, Badan : NIB, NPWP, Sural tugas ditandatangani |
oheh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang |
bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda

I Penduduk bagl yang diberikan tugas
c. Instanst pemenntah (termasuk BUMN dan
| BUMD}, Perwakllan Negara Asing (PNA) dan
Badan Internasional melampirkan Sural Tugas
ditanda tangani cleh pimpinan dan dibubuhi cap |
instansi yang bersangkutan, dan fotokopl Karfu |
| Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. |
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fislk kendaraan bermator
3. BPFKB
4. Untuk STHK Rusak melampirkan fisik STHNK yang |
rusak '
5. Untuk STHK hitang melamgpirkan:
a. Surat laporan kehilangan dan Kepolisian
b, Bukii lkian Media
6. Surat Pemyataan pemilk bermeteral cukup
mengenal STNK yang hilang tidak berkalt kasus '
pidana, perdata, dan/atau pelanggaran kalu Bntas
7. Surat keterangan flskal pajak daerah
8. Buktl pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum
plat kuning)
9. SPOPD telah di isi dan ditandatangani

2. | SISTEM 1. Melakukan pendaftaran kendaraan bermotor STNK
MEKANISME DAN Rusak atau hilang
PROSEDUR 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen

regident Ranmar yang dijukan




I
|

R T |

pendaftaran yang telah diverifikasi

4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan mencetak
SKKF

5. Memverifikasi SKKP

6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP

7. Mencetak STHK

8. Menyerahkan STHNK dan SKKP

EI I'-'iﬂ'}garsiphan dl:lumm PR

e mm e =

Jangka waktu mulal proses  verifikas pErsn.-armn

40 Menit |

. | BIAYA/TARIF J
|
|

1. Jenis dan tanf Penerimaan Megara Bukan Pajak |
(PNBP) yang berlaku pada Mepolisian MNegara
Republik  Indonesia  sesual  dengan  peraturan |
pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun |
2020

Penerbitan STHK :
- Roda 4 atau lebih Rp 200,000,
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermator (PKB)
a, Taril Pajak HKendaraan Bermotor (PKB) unblik '
kepemiltkan pertama:
1) 1,5% uniuk kepemilikan pertama kendaraan |
bermotor pribadi dan badan
21 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan urmum
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah |
Pusal dan pemerintah daerah,
ambulans/jenazah sosial kesgamaan, pemadam
kebakaran sosia! keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2) 2,5% wntuk kepemiikan ketiga
3) 3% untuk kepemiiikan keempat
4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
5} Ketentuan Progresif :




: o

Gaolangan C1 mctor, | 32,000

M ma b R s

Golongan DP

e e el e

EU Bus dan Microbus | 87,000

Galongan F Truck,  mobd | 160.000

! SEJETISITYS
Setiap jenis kendaraan dikenakan beaya penggantian
pembuatan kartu dana / H‘tﬂmtﬁﬂhﬁifﬂ_.p!ﬂﬂﬂ—

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BEN-
KB, SWDKLLA] dan PNBP
Z. Surat anda Nomor Kendaraan Barmotor (STHNK)

1. FEﬂgadlﬂn melalul kotak saran;




| SARAN DAN 3. Pengaduan melalel media social (Tnstagramy Twitter’

| MASUKAN Facebook)

4. Pengaduan melals caficenter dan whatsapo, Pesan

; | Sinokat (SM3) pada masing-masing unit kerja.

'DASAR HUKUM | 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang |
Bana Pertanggungan Wajib Kecelakasn Penumpang;

Z. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 2B Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribus Daerah:

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Permungutan Pajak Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2020 tentang lenis dan Tanf Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beriaku Pada
Kepalisian Negara Repubiik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesla Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan
Barmotor;

7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan
Keamanan, Menteri Dalam MNegeri dan Menteri
Keuangan MNomor  Ins/03/M/%/1999, MNomor 29
Tahun 1999 dan Momor 6/IMK.014/1999 tentang
Pefaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah
Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Tanda MNomor Kendaraan
Bermotor, Tands Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balk
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajlb
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nosmdar
15/PME010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
luran Wajlb Dana Pertanggungan Wajlb Kecslakaan




SARANA,

DAN/ATAL
FASILITAS

Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum D
Darat, Sungal/Danau, FerifPenyeberangan, Laut Ban
Udara;

. Peraturan Mentor Keuangan Momaor

I6/PMIK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermator

11.Peraturan Daerah Prowvingi Jawa Tengah Nomor 2

Tahun 2011 tentzng Pajak Daerah lawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Momor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi lawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Fajak Daerah Provinsl Jawa
Tengah;

12 Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala P1. Jasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah

Nomaor: PR/LXL 2021

Nomor: 973/16.610

Womaor: P/31/SP/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur 3lu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolsan Aset Daerah Provins
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor
041.7/0077, Dan MNomor P/1/SP/2012 Lentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengakh.

B U s Ll R e
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ﬁr_npa'r. parkir
Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Laktas|
Pojok Baca

Smoking Area




9. Area bermain anak

10. Tollet (Pria, Wanita dan Difable)
11. Tempat Sampah

12.Air Minum

13. Wifi

14, Temnpat charger HP

15. Kurs| Roda

16.Jalan khusus difable

17, Madia informasi layanan pajak
18. Loket pembayaran

19, Komputer
20, Printer

21.Cash Register
22.AC

| 23,7V

24, Kursi wajib pajak
25, Masin antrian
26.CCTV

27.P3K

28. APK

T

PELAKSANA

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang SOP Pelayvanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,
SWDKLLAJ, dsb.)

4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak |
(PNEP)

3. Pengetahuan pelayanan pulblik

6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi

PENGAWASAN
INTERNAL

Pelakeansan harian  dilakukan oleh Kepala UPPD, |
Koordinator SAMSAT, Kepala Sokel Pajak Kendarsan |
Jlllen'rl:ltur Kepaia Perwakllan dan Kasubag SW Dan |
| Humas dengan cara mengawasi [alannya pelayanan.

12 JAMINAN

|6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa

(1. Wajib  Pajak  yang  memenuhi persyaratan |




PELAYANAN

13,

Fr R

kendaraan
2. Wajlb Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajlb Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan informasl penyampalan

keluhan
JAMINAN 1. Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN | 2. Petugas parkir
| KESELAMATAN 3, cCTv
EVALUAST Evaluasi dilakukan dalam bertuk:
KINERJA 1. Peiaksanaan Survey Kepuasan Masyarakal
PELAKSAMNA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasi SKM

3. Pelaksanaan Forum Komunlkasi Publik (FKP)




12, STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR ALIH

1. | PERSYARATAN Dokumen persyaratan:

1. ldentitas din:

a. Perorangan: Identitas difl yang sah (KTP atau |
KITAS sesual STHK)

b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani |
pleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang
bersangkutan, dan  fotokop Karfu Tanda |
Penduduk bagl yang dibesikan tugas

¢ Instans pemerintah (termasuk BUMN dan
BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan |
Badan [nternasional melampirkan Surat Tugas |
ditanda tanganl oleh pimpinan danp dibubuhbi cap
instansi yang bersangkutan, dan fotokopd Kartu |
Tanda Penduduk bagl yang diberikan tugas,

Bukti hasil cek fislk kendaraan bermotor

SPOPD yang tedah di tsi dan ditandatangani

STNK

BPKEB dan tanda bukti pendaftaran

Surat 1jin Penyelenggaraan angkutan umum dan |
Instans| yang berwenang, untuk perubahan fungs |
darl kendaraan bermotor perssorangan menjadi |
kendaraan bermotor angkulan umum

7. Surat keterangan dari instansi yang berwenang, |
untuk perubahan fungst darl kendaraan bermotor
angkutan wmum menjadl kendaraan bermotor
persecrangan

8. Untuk ubah bentuk dilengkapt surat keterangan
darl bengkel yang telah memilikl (zin darl instans
yang berwenang

9. Surat rancang bangun dan SRUT dar Dishub

10. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum
plat kuning]

11.Rekomendasl darl unit pelaksana regident untuk |
ubah bentuk kendaraan bermaotor

NO | KOMPONEN URALAN |

B




12. Rekomendasi dari unit pelaksana regident untuk

aléh fungsl kendaraan bermofor 1

e
PENYELESATAN

1.
2,

3.

4.

L
6.

Metakukan pendaftaran alih fungs! dan ubah bentuk
Memverifikas! persyratan dan keabsahan dokumen
Regident Kendaraan bermotor vang diajukan
Melakukan perekaman data bDerdasarkan berkas
pendaftaran yang telah diverifikas!

Menetapkan besaran PEB, BBNKEB, PNBP dan
SWOKLLAD yang harus dibayar dan mencetak SKKP
Memverifikasl SKKP

Menerima Pembayaran SKKP

7. Mencetak STNK

Mencetak THEB
Menyerahkan STNK, SKKP dan TNEKB

_10.Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor

Jangka waktu mulal proses verifikasl persyaratan
dokumen sampal dengan penyerahan SKKP maksimal |
50 menit

4, BIAYA/TARIF

1

Jenis dan tadf Penerimasn Negara Bukan Pajak |
(PNBP) yang beraku pada Kepolisan Negara |
Republi Indonesia sesual dengan  peraturan |
pemerintal Republik Indonesia Momor 76 Tahun
2020: '
a. Penerbitan STNK ;

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-
b. Penertitan THKB :

- Roda 4 atay kebin Rp 100.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 60.000, -

. Tarll BBNKB ubah bentuk sebesar 12,5% umtuk: |

kendaraan bermotor ubah bentuk darl Milal Jual |
Kendaraan Bermotor ubah bentuk tahun (erbaru |
pada saat ubah bentuk,

Pajak Kendaraan Bermotor (PEE)

a. Tanf Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk

kepemilikan pertama;
1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan |




21 1 % untuk kendaraan bermator anglkutan umum
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah,
ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam

kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial |
dan keagamaan
b. Taril PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga |
3) 3% untuk Kepernilikan keempat
4] 3,5%untuk kepemilikan kelima dan setenusnya
57 Ketentuan Progresif ;
a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih) |
b) ]mlsliuruhram:ﬁendrunbemﬁmmda:
2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan |
bermotor roda 2 (dua) dengan sl silinder |
IHSE:HmnﬂdEﬂqﬂniﬁtﬂﬂﬂﬁmtEhﬁi:
dikategorikan dalam klasifikasi 200 oo dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat) |
meliputl kendaraan penumpang pribadl jenis
Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
¢} Pengenaan PKB Progresif atas kepemitikan |
kendaraan bermolor didasarkan pada nama |
dan alamat yang sama dalam satu keduarga |
yang dibuktikan dalam satu Kartu Ksluarga |
(KK)
d) Penentuan urutan kepemilican berdasarkan |
tanggal penyerahan
e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) dilakukan secara
terpisah
. Dasar Pengenaan PKB adalah hasd perkalian dari
2(dua) unsur pokok;
1) NJKB dan;
2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan  jalan  dan/atau  pencemaran




lingkungan akibat penggunaan  kendaraan |
barmator.
4, Besar Sumbangan Wajlb Dana Kecelakasn Lalu |

Lintas Angkutan Jalan:

N e o s

Golongan A Sepeda  motor | 0
Shcc  kehawah,

mobil ambulance,

3
1

20,000
32000

§ i

g
EI

| Golangan C1

:
i

RE*
;

i
KX

-

TE T
iy

’
b

Goangan C2

;

§
:

140.000

i
§
:

FO.000

]
: -&E

2
3

1 150,000

%
|




|ﬁ.

PRODUK LAYANAN

5E|:|i-|:l jéils kendaraan

|r lainya  distas
| Leler .
Godongan F | Truck, mobil | 160.000

tangh, mobil
miabil barang

| diatas  2.400cc,
gk cont@iner

. tan sepenisnya

diherl-a-lta-rl_tdi:ﬂ penggantian

pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar npa.n_up,- ]
1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PXB/BBN-

KB, SWDKLLAJ dan PNBP

2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotar (STHNK)

3

. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

PENGADUAN,
SARAN DAN
MASLIKAN

| DASAR HUKUM

1. Pengaduan mielalul kotak saran;

rl

3. Pengaduan melalul media social (Testagramy Thithar

4

. Undang-Undang Momor 33 Tahun 1964 tentang

. Pengaduan melalul Laporgub dan SPaN;

Facabook)
. Pengaduan melalui caficenter dan whalssop, Pesan
‘Singlat (SMS) pada masing-masing unit kerks,

Dana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Penumpang;

. Undang-Undang MNomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas |

Jalan;

3. Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang |

4

Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemunguian Pajak Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ?E-l
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis |

Penerimaan MNegara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepalisian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia MNomor 5
Tahen 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasl Manunggal Satu  Atap Kendaraan
Bermator;




| 7

'El

. Peraturan Menter Kedangan Nomaor |

Instruks| Bersama Menter Pertahanan  dan |
Keamanan, Mentert Dalam Neger dan Menteri
Keuangan Momor  Ins/03/M//1999, Momor 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/TMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah
Satu Atap Datam Penerbitan Surat Tanda MNomor
Kendaraan Bermotor, Tanda MNomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendarasn Bermotor, Bea Balik |
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib |
Dana Kecelakaan Lalu Lintas lalan;

15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan |
luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutzn Penumpang Umum Di
Darat, Sungai/Danau, Fer/Penyeberangan, Laut Dan
Udara;

Peraturan Menter Keuangan Nomor
16/PME.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan |
sumbangan Wajib Dama Kecelakaan Lalu Lintas |
Jalan;

10, Peraturan Kepalisian Momor 7 Tahun 2021 tentang |

Registrasi dan fdentifikasi Kendaraan Bermotor;

11.Peratwran Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Momor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomar 2|
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa |
Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa |

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinst Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharia
Cabang Utama Jawa Tengah

Nomor: PB/LXL/2021 I
MNomor: 973/16.610

Momor: P/3L1/SP2021




Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepaia Dinas |
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provins |
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang

Utama Jawa Tengah Nomar 01 Tahun 2012, Nomer |
041.7/0077, Dan Nomor P/1/SPf2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Sameat |
Jawa Tengah.

:

Tempat parkir
Ruang tunggu
Huang Aduan
Ruang Laktas
Pojok Baca
Smooking Area
Mushoila

Genset

9. Area bermain anak
10. Tollet {Pria, Wanita dan Difabie)
11, Tempat Sampah
12.Ar Minum

13. Wil

14, Tempat charger HP
15, Kursi Roda

16. Jalan khusus difable
17.Media informasi ayanan pajak
18. Loket pembayaran
19, Komputer

20, Printer

21.Cash Register

22 AL

23TV

24. Kursl wajib pajak
25.Mesin antrian
26.CCTV

27.P3K

2B APK

DAN/ATAU
FASILITAS

4N

®

| KOMPETENSI | 1. Pengetahuan tentang Pajsk Daerah



PELAKSANA 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
1. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STHK, TNKE,
SWDKLLAT, dsb.)
4, Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan FPajak
(PNEP)
| 5. Pengetahuan pelavanan publik
| | 6. Pengetahuan dasar-dasar administras |
10. | PENGAWASAN | Pelaksanaan harian  difakukan oleh Kepala UPPD, |
INTERMAL | Koordinator  SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan |
| Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan |
:' Humas d-!‘.:l'hﬂ-ll'l cara mengawasi ph'lrm p!l!'p:lﬂ-ﬁl'l |
11 | JuMLAH |6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan 3‘“"’.
| PELAKSANA | Raharja) |
12. | JAMINAN "1 Wajb Pajak yang memenuhi persyaratan
PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak |
kendaraan I
| 2. Wajlb Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran |
'!- Wajlb Pajak menerdma Informasi Pelayanan Pajgk |
Kendaraan Bermotor dan informas pen-.-'ampalanl
keluhan |
13, | JAMINAN LB Fahlgaﬁﬂmmnin
KEAMANAN DAN 2. Petugas parkir
KESELAMATAN | 3. CCTV.
14, | EVALUASI Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERJA 1, Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakal
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasit SKM

3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FiIKP)




13. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR BALIK

NAMA KEDUA (BBNKS 11)

| NO| KOMPONEN | ___ URAIAN ]

‘1. | PERSYARATAN | Dokumen persyaratan: i
| L.Identitas diri;

8. Perorangan: Identitas din yang sah (KTP atau |
KITAS sesual nama/alamat baru) :
b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani |
oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang |
bersangkutan, dan fotokopl Kartu Tanda |
Penduduk bagl yang diberikan tugas
C. Instansi pemenntah (termasuk BUMN dan
BUMD), Perwakilan Megara Asing (PNA) dan |
Badan Intemasional melampirkan Surat Tugas |
ditanda tangani odeh pimpinan dan dibubuhi cap |
instansl yang bersangkutan, dan fotokopl Kartu
Tanda Penduduk bagi vang diberkan tugas.
2. Kutipan risalah lelang untuk kendaraan bermotor hasil |
| lelang penghapusan dinas instansi pemerintah
| 3. Akta hibah bagl pemindahtanganan karena hibah
4. Akta penyertaan bagl pemindahtanganan karena
penyertaan Kendaraan bermotor sebagal modal
| 5. Akta penggabungan bagl pemindahtanganan karena
penggabungan perusahaan berbadan hukum
| 6. Akta pembagian harta benda bagi pemindahtangan
karena perceraian; atau
7. Akta pernyataan tukar menukar dari kedua belah
pihak
B. Dokumen kendaraan bermotor (STMK dan BPKB,
serta arsip STNK dan BPKE)
9. Hasil cek Fisik Kendaraan bermaotor,
10.NRKB dari Kepolisian (Satiantas Unit BPKB)
11.5POFD yang telah dilsi dan ditandatangani
12.Buktl pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum
Plat Kuning)

' SISTEM

| 1. Melakukan Pendaftaran Kendaraan Bermotor aaup-._'




b

MEKANISME DAN

Nama Kedua

Memverifikasl persyaratan dan keabsahan dokumen |
Menelapkan besaran PKB, BBNKB 11, SWDKLLA), .
PNEP dan yang harus dibayar dan mencetak SKKP
Memverifikasi SKKP

Menenima Pembayaran SKKP

Mencetak STNK

Mencetak TNKB

8. Menyerahkan SKKF, STNK, dan TNKB

9. Mengarsipkan Dokumen Kendaraan bermotor

L

g s

| JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN

Jangka waktu mulal melakukan pendaftaran kendaraan
bermotor ballk nama kedua sampai  mengarsipkan
| dokumen kendaraan bermotor maksimal 45 menit .

| BIAYA/TARIF

| 1, Jenls dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PMBF) yang beriaku pada Kepollsan Negara
Republlk Indonesia sesusl dengan peraturan
pemarintah  Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2020:
a, Penerbitan STHK :
- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-
k. Penerbitan TNKB :
- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,- '
- Roda 2 atau 3 Rp &0,000,- |
2. Bea Baltk Narna Kendaraan Bermotor (BBNKB) .
a. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya: |
1} 1% wuntuk penyerahan kendaraan uraru;i
pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan |
waris '
2} 1% untuk kendaraan bermotor (eks CL/CD, |
eks Badan-badan Internasional dibawah PBB,
Eks Kontraktor Asing yang tidak direeksport) |
darl Badan Penyalur kepada pibak ke I { |
Badan Penyaler sudah mengajukan STMK |
tetap/sudah membayar BENKE)
3} 1% wuntuk penyershan kendarman bermotor |
lelang barang sitaan |




h. Dasar pengenaan BBNKB adalah NIKB
c. Besaran BBNKB adalah perlkalian antara tarif
dengan dasar pengenaan BBNKE
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a. Tarf Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk |
kepemilikan pertama:
1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan
2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umam |
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah |
Pusat dan pemerintah daerah, |
ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam |
kebakaran sosial keagamaan, lembaga soslal |
dan keagamaan
t. Tarll PKB Progresil
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2) 2,5% untuk kepamilikan ketiga
3} 3% untuk kepemilikan keempat
4} 3,5%untuk kepemifilkan kelima dan seterusnya
5) Ketentuan Progresif
a) Kepemilikan Pribadl (TNKB Hitam/Putih)
B) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermator roda
2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan
bermotor roda 2 (dua) dengan Isi silinder
195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis
dikategorikan dalam kasifikas! 200 cc dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
meliputi kendaraan penumpang pribadl jenis
Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama |
dan alamat yang sama dalam satu keluarga |
yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga
(KK} |
d) Pementuan urutan kepemilikan berdasarkan |
tanggal penyarahan |
e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) |




terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari

2{dua) unsur pokok:
1} NIKB

Z) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat |
kerusakan  Jalan  danfatau  pencemaran
lingkurigan akibat penggunaan kendaraan

bermotaor.
4. Besar Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Laly
Lintas Angkutan Jalan:
 Golongan Keterangan | Tanif (Rp)
Golongan A Sepeda motor | O ’
Shcc  kebawah,
maobil armbulance,
mobdl  jenazmh,
dan mol
pemadam
kebakaran
Golongan B Mobil dersk dan | 20000
Golongan C1 Sepeda motor, | 32.000
sepeda kumbang
Clan SCnoter
diatas S0cc s.d
250 dan
kIS raan
bermotor  roda
 biga
Golongan L2 Sepeda mator | B0.00O
dan Seooker
5 diatas J30cc |
' Golongan DP Pick  Ugymobll | 140.000
barang 54
2.400ce, sedan, |
| jeep dan mabil
PEMATIRANG
biskan  angkutan
Godongan D) Maobil 70.000
penumpang
angkutan _ umuim |




‘ TEL -
| Golangan EP Bus dan Microbus | 150.000
bukan angkutan
LTIy _
| Golongan EU | Bus dan Microbus | 87.000
bukan angkutan
LML, serta
miobil
PEMAATIRNG
angkutan  umasm
ljinmya  diatas
| 1.600cC :
Golongan F Truck, mobil | 160.000
tangki,  mabil
gandengan,
miabil barang
diatas  2.400cc,
truck  container
| dan sEenisnya
Setlap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian
S | pembuatan kartu dana [ sertifikat sebesar Rp3.000,-
PRODUK LAYANAN | 1, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-
. KB, SWDKLLAJ dan PNBP
. 2, Surat tanda Nomor Kendaraan Bermator (STNK)
| 3. Tanda [Iuﬂ_'ruf_h‘:em.'laraan Bermotor (THKB)
PENANGANAN 1. Pengaduan medalul kotak saran; |
PENGADUAN, 2. Pengaduan meialul Laporgub dan SPaN;
SARAN DAN 3. Pengaduan melaiui media social (Instagram/ Twitter/
MASUKAN Facebook)
4, Pengaduan melalul calicenter dan whatsapp, Pesan
Singkat (SM5) pada masing-masing unik kera.
DASAR HUKLM L. Undang-Undang MNomar 33 Tahun 1964 tentang

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
4. Undang-Undang Nomar 34 Tahun 19684 tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan; |
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tﬁrrlan;rl
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; |
4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 |
Tahun 2016 t=ntang Ketentuan Umum dan Tal:.l|
Cara Pemungutan Pajak Daerah; |




5. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomar 76 |
Tahun 2020 tentang Jenis dam Tanf Atas Jenis |
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada |
Kepolisizn Megara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesa Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasi Manungogal 5atu Atap  Kendaraan
Bermoltar;

7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan
Keamanan, Mentern Dalam Neger dan Menteri
Keuangan Momor  Tns/03/M/X/1999, Nomor 29|
Tahun 1999 dan Nomor &6/TMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah
Gaty Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Tanda Momor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Baiik
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

8. Peraturan Mentin Keuangan Nomar
15/PMI.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
luran Waiilb Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum [
Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan
Udara;

9, Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor |
16/PMIL010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tenlang
Registras dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

' 11.Peraturan Daerah Provinsl lawa Tengah Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah |

sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah |

Momor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Momor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa |




DAN/ATAL
FASILITAS

Tengah; ]

12 Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa |
Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerat |
Provins! Jawa Tengah dan Kepala PT. Jasa Raharja |
Cabang Utama Jawa Tengah
Nomaor: PB/IL2021
Momor: 973/16.610

Nomor; P/31/5P 2021
tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur laly I
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas |
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provins |
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang |
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor |
041.7/0077, Dan MNomor P/L/SP/2012  tentang
Standar Operssional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

THTlpatp.nﬂ.lr 1
Ruang tunggu

Ruang Aduan

Riang Laktas)

Pojok Baca
. Smaking Area
7. Musholla

|E-. Genset
| 8. Area bermain anak

10, To#let (Pria, Wanita dan Difable)
11, Tempat Sampah

12. Alr Minum

13. Wifi

4. Tempat charger HP

15. Kursi Roda
! 16. Jalan khusus difable
- 17.Madia informasi layanan pajak
18, Loket pembayaran

19, Kamputer
20. Printer

21.Cash Register

PN e Pl e




13,

" JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN

|14, | EVALLAST

KINERIA
PELAKSANA

11. Petugas Keamanan

| Evaluasi difakukan dalam bentuk:

I 22.AC

123.TV

24 Kursl wajib pajak

25. Mesin antrian

26, CCTY

27.P3K

28.APK I

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,
SWODKLLAJ, dsb.)

4, Pengetahuan Penerimaan Megara Bukan Pajak
{PNBF)

5. Pengem@huan pelayanan publik

6. Pengetahuan dasar-dasar administrasl

‘Pelaksanaan harian diiakukan oleh Kepala UPPD,

Koordinator SAMSAT, Kepala Sekst Pajak Kendaraan

Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan

| Humas dengan cara mengawasl jatannya pel pala-ﬁmn

1. Wajib Pajak vyang memenuhl perSyaratan |
pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kemdaraan

2. Waijib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran

3. Wajib Pajak menenma Informasi Pelayanan Pajak
¥endaraan Bermotor dan informas  penyampalan
keluhan

2. Patugas parkir |
3. CC1v

1. Pelaksanaan Survey Kepuasarn Masyarakat
2. Pelaksanaan tindak lanjul hasil SKM
13, Pelaksanaan Forum Komunikas! Publik (FKP) |




14. STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAAN
BERMOTOR DAN OBYEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

! NO | KOMPONEN | URAIAN

1. Syarat Penghapusan Regicdent Kendaraan Bermotor
cleh Pemilik Kendaraan:
a. Surat permohonan
b. KTP
€. Surat Pemyataan bermeteral cukup  yang
menyatakan kendaraan bermotor bidak o

‘ operasionalikan

BPKB
STNK
THEB
Foto kendaraan bermotor
SKKP tahun terakhir
| I Buktl pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan
Limum Plat Kuning)
4. Penghapusan atas dasar pertimbangan pejabat
regident dilakukan jika
d. Kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak
dapat dioperasionalkan
b. Pemillk kendaraan bermotor tidak melaksanakan
registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun setelah habts masa badaky STNK
3. Ketentuan  Penghapusan Regident Kendaraan
| Bermotor atas pertimbangan pejabat  regident
| kendaraan bermotoe: |
4. Mengirim surat peringatan pertama untuk jangka
waktu 1 bulan
b. Mengirim surat peringatan kedua apabila pemilik |
| kendaraan  bermotor tidak memberikan |
langgapan berlaku 1 bulan
| €. Mengirim surat peringatan ketiga apabia pemilik
| kendaraan  bermotor tidak memberikan |

/=0 "e e




| SISTEM
| MEKANISME DAN

d. Penghapusan dfakukan setelah 1 butan :iejal-tl
peringatan ketiga tidak ditanggapl oleh pemilik
kendaraan bermotor |
&, Surat peringatan disampailkan secara manual atau
elektronik |
Penghapusan  regident  kendaraan  bermolor .
ditindaklanjuti dengan penghapusan objek pajahi
kendaraan bermotor dengan berfta acara antara
Kasatlantas/Kanit Regident dan Kasi PKB diketahul |
Kepala UPPD,
4, Penghapusan tidak berlaku bagl kendaraan
a. Diblokir
b. Dalam proses lelang
c. Kendaraan bermotor yang rusak beral masih
dalam perbaikan
d. Kendaraan bermotor barang bukti kecelakaan
laku lintas -
1. Mengajukan Permohonan Penghapusar Registras |
Kendaraan Bermotor dan Obysk Pajak Kendaraan
Bermotor
2. Memproses Parmohonan dan  atau  Tdentifikasi
Penghapusan Registras Kendaraan Bermotor dan
Obyek Pajak Kendaraan Bermotor
3, Memverilikasi Permohonan Penghapusan Registras
Kendaraan Bermaotor
4, Waijib pasek mengajukan permohonan penghapusan
piutang pajak kendaraan bermotor
5. Menetapkan besaran PKB, PNBP, dan SWDKLLAJ
yang harus dibayar dan mencetak SKKP
6. Memverifikasi SKKP
Menerima Pembayaran PKB, PNBP, dan SWDKLLAJ
8. Melaksanakan Penghapusan Registrasi Kendaraan
Bermotor dan Obyex Pajak Kendaraan Bermotor
9. Menghapus Obyek Pajak Kendaraan Barmotor

-

T

Jangka waktu mulsl  mengajukan perrmhunan
penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan objek




4,

s

B.

| BIAYA/TARIF

—_—

mﬁthﬂminmmkﬁml 3 butan.

i PRODUX LAYANAN

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermator (PKB) ditetapian
sesual dengan pengajuan penghapusan keringanan
pajak kendaraan bermotor

B

Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKE/BBN-
KB, SWDKLLA] dan PNBP

Berita Acara penghapusan regident

Surat keputusan penghapusan PKB

PENANGANAN
PENGADUAN,
| SARAN DAN
- MASUKAN

BAGAR ey

o ol B o

Pengaduan melalul kotak saran;

Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;

Pengaduan melalul medea soclal {Instagram,/Twitter/
Facebook )

Pengaduan medalil callicenter dan whatsapp, Pesan
Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja,

. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 1964 temtang |

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajb Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 76
Tahun 2020 tentang Jenls dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Megara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Presiden Republik Indonesla Momor 5

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasi Manunggat Satu  Atap Kendaraan
Bermotor;

. Instruksi Bersama Menterd  Pertahanan dan

Keamanan, Mentert Dalam Negern dan Menter
Keuangan Nomor  Ins/O3/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Momar 6/1MK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah |



Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor |
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendamaan
Barmotor, Tanda Coba Kendaraan Barmotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Ballk
Mama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajiti |
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

| 8, Peraturan Menter Keuangan H-:unnrl
{5/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan |
Iursn Wajib Dana Pertanggungan Wajio Kecelakaan |
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di
Darat, Sungai/Danau, Feri/Pemyeberangan, Laut Dan |
Udara;

9. Peraturan Menten Kauangan MNomor
16/PMEK.010/2017 Tentang Besar Santunan [&En
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Linkas
Jatan;

10. Peraturan Kepolisian Nomer 7 Tahun 2021 tentang |
Registras! dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

11.Peraturan Daerah Provins Jawa Tengah Nomor 2 |
Tahun 2011 tentang Fajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah |
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Momor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerazh Provinsi Jawa
Tengah,

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa
Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daevah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. }asa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah
Nomor: PRSIX12021
Momaor: 973/16.610
Momor: P/31/5P/2021
tentang Pencabutan Peraturan Bersama Cirektur laiu
Lintas Kepofisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provins
lawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomoar |




SARANA,
PRASARANA

DAMN/ATAL
FASILITAS

041.7/0077, Dan MNomor P/1/SP/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

Tempat parkir

Ruang tunggu

Ruang Aduan

Ruang Laktas|

Pojok Baca

Smoking Area

7. Musholla

8.

9. Area bermain anak

10. Tallet {Pria, Wanita dan Difable)
11.Tempat Sampah

12.Adr Minum

13.Wifi

14. Tempat charger HP

15, Kursi Roda

16. Jalan khusus difable

17.Madia informasi layanan pajak
18. Loket pembayaran

19, Kamputer

| 20. Printer

| 21.Cash Register

22.AC

23TV

24, Kurs| wajib pajak

25. Mesin antrian

: 26.CCTV

| 27.P3K

' 28.APK

olll ol L R o

KOMPETENSI

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

4. Pengetahusn tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKR,
SWDKLLAJ, dsb.)

4. Pengetahuan Penerimaan MNegara Bukan Pajak

| (PHBR)




5. an-elal'nﬂn pelawnan pm:{t

6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi

ALMM

FEI'HEHHAEAH Pelaksanaan  harlan  dilakukan  oleh Kepala UPPD,
'IHTEFI'.I'ML Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan
Humas dengan cara mengawasi Jalanmya pelayanan.
11, | JUMLAH 6 {enam) peiaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa
__ PELAKSANA | Raharfa)
| 12, | JAMINAN 1. Wajib Pajak yang  memenuhl persyaratan
 PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan
2. Wajib Pzjak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajib Pajak menenma Informasi Pelayanan Pajak |
Kendaraan Bermotor dan Informasl penyampaian |
|| keluhan |
13, | JAMINAN 1. Petugas Keamanan '
KEAMANAN DAN | 2. Petugas parkir |
KESELAMATAN | 3. cCTV
14, EVALUASI Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERIA 1. Peiaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

2. Pelzksanaan tindak Rnjut hasid SKM
3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP) |




15. STANDAR PELAYANMAN PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAAN
BERMOTOR DAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ATAS
KENDARAAN LELANG HASIL SITAAN NEGARA/PENGADILAN

[NO | _ KOMPONEN VRN |
' 1. | PERSYARATAN Dokumen persyaratan:

1. Permohaonan dan pernenang lelang

2. ldentitas diri pemenang lefang

a. Perorangan: ldentitas diri yang sah (KTP atau
KITAS sesuai nama/alamat baru)

b, Badan : NIE, NPWP, Surat tugas ditandatangani
oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang
bersangkutan, dan fotokopl Karu Tanda
Penduduk bagi yang diberikan tugas

c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN  dan
BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan
Badan Internasional melampirkan Surat Tugas
ditanda tangani odeh pimpinan dan dibubuhi cap
instansi yang bersangkutan, dan fotokopl Kartu
Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.

3. Risalah lelang

4. Cek fisik kendaraan bermotor

5, STMK dan BPKB (jika ada)
6.
8

Surat keputusan Haki (Inkrah)

Pemenanyg Le’aang mengajukan  Permohonan |
MEKANISME DAN pendaftaran regident

. Verifikas data Regident Kendarazan bermotor

. Menetapkan besaran PKB, PNBF dan SWDKLLAJ
yang harus dibayar dan Mencetak SKKP
Memverifikasi SKKP

Menerima Pembayaran SKKP

. Penghapusan Obyek Pajak kendaraan bermator

; |7 Penyerahan dokumen kepada wajb pajak |
‘ 3. :mHEI:A WAKTU Jamrgu waktu mudal dan pemenang lelang mengajukan |

=
fad Bk

N i &

" PENYELESALAN permohonan  penghapusan registrasi  di  Samsat |
kendaraan terdaftar sampal  penyerahan dokumen |

|1 | kepada wajib pajak maksimal 45 menit.
4. | BIAYA/TARIF 1. Jenis dan tarif Penermaan Negara Bukan Pajak
(PNBP} yang berlaku pada Kepaolsian Negar
Republik  Indonesia sesuai  dengan  peraturan |

pemerintah  Republik Indonesia Momor 76 Tahun

2020:
a. Penerbitan STNK ;

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-




- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-
b. Penerbitan TNKB :
- Roda 4 atau kebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama:
1) 1,5% wuntuk kepemillkan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan
21 % untuk kendaraan bermotor angkutan
urmum
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah

Pusat dan pemerintah daerah,

ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam

kehakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif

1) 2% untulk kepemilikan kedua

2} 2,5% untuk kepemilikan ketiga

3) 3% untuk kepemilikan keempat

43 3 5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif :

a} Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

b} Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor
roda 2 {dua) 200 o keatas, termasuk
kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan
isi silinder 195 cr sampal dengan 199 ccl
secara  teknis  dikategorikan  dalam
klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor
roda 4 (empat) meliputi  kendaraan
penumpang pribadl jenis Sedan, Jeep, |
Minibus, dan Mikrobus

c) Pengenaan PKB Progresil atas kepemililan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama dalam satu keluarga
yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga
(KK}

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) dilakukan secara




terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dar
2{dua) unsur pokok;

1) NIKB dan;

2] Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan  jalan  danfatau  pencemaran
Ingkungan akibat penggunaan kendaraan
bermaotor,

d. Pengenaan PXB dan BBNKB kendaraan bermotos
listrik berbasis bateral untuk orang atau barang
diberikan nsentif yang ditetapkan oleh Gubesrnur.

3. Besar Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Lalu

Lintas Angkutan latan;

Tarif (Rp)
]

5
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PRODUK LAYANAN

Golongan EP Bus dan | 150.000

Microbus  bukan
. angkutan umum

Golongan EU Bus dan | B7.000
Microbus  bukan
angkutan umum,
serta mabil
ReNUMpang
angkutan  umum
fainmya  deatas
l m‘t —www

Golongan F Truck, mobil | 160.000
tangky, miahil
gandengan,
rmiodl barang
diatas  2.400cc,
ruck  Container
dan

' 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76

- Undang-Undang Momor 33 Tahun 1964 tentang

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 55

Pengaduan melalul media social {IW}
Facebook)

- Pengaduan melalul callcenter dan whatsapp, Pesan

Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja. |

Dana Pertanggungan
Penumpang;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Laly-Lintas
Jalan;

Undang-Undarig Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Wajib  Kecelakaan

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Faﬁ#mnmﬂuhanmht‘ﬂngmkuhda
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. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan

. Peraturan Menten Keuangan Mamor

. Peraturan Menteri Keuangan Maormor

Kepolisian Megara Repubbik Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia MNomor 5
Tahun 2015 temtang Penyelenggaraan Sistem
Administrasi Manunggal Satu  Atap Kendaraan
Bermaotar;

Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menter |
Kesangan MNomor  Ins/03/M/%/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan MNomor 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan  Sistem  Administrasl  Manunggal |
dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda
Momor Kendaraan Bermotor, Tanda r'h:-rMIri
Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan
Bermotor  dan  Pemungutan  Pajak Kendaraan |
Bermator, Bea Ballk Mama Kendaraan Bermotor
Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan;

15/PMK.010/2017 Tentang Besar Samtunan Dan
Turan Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum [N |
Darat, Sungai/Danau, Ferl/Penyeberangan, Laut |
Dan Udara;

|
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan |

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas .
Jalan;

| 10. Peraturan Kepalisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Registrasi dan Identifilkasi Kendaraan Bermolor; ‘

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Momor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sobagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Momor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt Jasa
H.!hﬂ_r];_a Cabang Utama Jawa Tengah




9.

DANSATAL
FASILITAS

KOMPETENSI
PELAKSANA

+

Nomor: PE/TXL/2021
Namor: 973/16.610

Momor: P31/5P 2021
tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Daerah lawa Tengah, Kepaia Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Asel Daerah Provinsi
Jawa Tengah, dan Kepala FT. Jasa Raharja Cabang
Ltama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor
041.7/0077, Dan Nomor Pf1/SP/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
_Jawa Tengah.

1. Tempat parkir

2. Ruang tunggu

3. Ruang Aduan

4, Ruang Laktas

5. Pojok Baca

B, Smooking Area

7. Musholla

B, Genset

9. Area bermain anak

10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable}

11, Tempat Sampah

12, Adr Minum

13. Wifi

14. Tempat charger HP

15. Kursi Roda

16. Jalan khusus difable

17.Media infurmasi layanan pajak

18. Loket pembayaran

19, Komputer
20. Printer

21.Cash Register

22 .AC

23.TV

24 Kursi wajib pajak

25, Mesin antrian

26.CCTV

27.P3K

48.APK B

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang S0P Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, THNEE,
SWDKLLAI, dsh.)

4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Paj.lk




(PNER)
5. Pengetahuan pelayanan publik
{ 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi

10, | PENGAWASAN | Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD,
| INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan

Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan

Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.

11.  JUMLAH & {enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa
| PELAKSANA |Rahar@) B
12, | JAMINAN 1. Wajib Pajak yang memenuhl  persyaratan
PELAYANAN pendaftaran  mendapat  pelayanan  pembayaran
pajak kendaraan
2. Wajib Pajak mendapatkan tanda  ftenma
pembayaran

3. Wajib Pajak menerima Informasl Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian

113, | JAMINAN 1. Petugas Keamanan

KEAMAMAN DAN 2. Petugas parkir
KESELAMATAN 3. OCTv

4. EVALUASI | Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
_ KINERIA 1. Peiaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
| PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak fanjut hasil SKM

3 mwwmmmm




16. STANDAR PELAYANAN PEMBLOKIRAN KENDARAAN BERMOTOR

KOMPONEN

PERSYARATAN

Dokumen persyaratan:
1. Fotokopd identitas Pemohon yang sah sesual data

URAIAN I

kendaraan bermotor (apabila diwakilkan wajlh|

dilengkapl dengan surat kuasa)

| 2. Surat permohonan dan penyidik atau penuntut |

LTI

penetapan hakim atau putusan pengadilan

4, Surat permohonan dan kreditur dengan medampirkan
fotokopl sertifikat fidusia

5. Surat permohonan dar pemilik kendaraan bermotor
dengan melampirkan serat permohonan bermetera
cukup dan buktl pemindahtanganan kepemilikan
{blokir jual heﬂ}

—_————
| 3

SISTEM
MEKANISME DAN
PROSEDUR

JANGEA WAKTL
PENYELESAIAN

1. Permohonan n‘pemajuhan permohonan pnmhhi-tlmn
kendaraan bermotor

2. Memeriksa kelengkapan persyaratan

3. Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan
parmohonan Blokir ke Kasatlantas pada tingkat
Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada
tingkat Polda

4. Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas seternpat |

melakuan verifikas dan Pemblokiran atas ajuan dar
Samsat

2. Memberikan Infarmasi kepada regident di S.H-msal:
bahwa Status Kendaraan telah diblokic

b. Memberikan Sural Tindasan Blokir ke Petugas
Bapenda di UPPD/Samsat

7. Petugas Bapenda menonakiifkan status  pajak
kendaraan bermaotor,

3, Surat permohonan  darl  panitera  berdasarkan |

Jangka wakiu mulai dar pemohon  mengajukan

maksimal 50 menit

permohonan pemblokiran kendaraan bermotor Sampal |
dengan penanaktifan status pajak kendaraan bermotor |



4, | BIAYA/TARIF | Pemblokiran Kendaraan bermotor tidak dikenakan PKB, |
I | BBNKB, SWDKLLAJ, dan PNEF

'5. | PRODUK LAYANAN | Surat kelerangan biakir

5. | PENANGANAN 1. Pengaduan melalul kotak saran;
| PENGADUAN, 2. Pengaduan melalul Laporgub dan SPaN:
| GARAN DAN 3. Pengaduan melalul media sosial (Instagramy Twither/
| MASNAN Facebook)

4. Pengaduan metall caficerver dan whatsapr, Pesan
‘Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.

7. | DASAR HUKLIM I Undang-Undang Momor 33 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Penumpana;

2. Undang-Undang Momor 34 Tahun 19684 tentang
Dana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Lalu-Lintas
Jaian;

3. Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarf Atas Jenks
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Momar § |
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan  Sistem |

‘ Administrasl Manunggal Satu Atap  Kendaraan |
Bermotor;

7. Instruksi  Bersama Menteri Pertahanan  dan |

| Keamanan, Menterl Dalam MNegeri dan H:m:ml

Keuangan Momor  Ins/03/M/%/1999, Momor 29 |

| Tahun 1999 dan Nomor 6/1MK.014/1999 tentang

Pelaksanaan Sstem Administrasi Manunggal dibawah |

Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor |

‘ Kendaraan Bermotor, Tandz Nomor Kendarasn

Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Ballk |
1 . Nama Kendaraan Bermotor Serts Sumbangan Wafib |




8. | SARANA,
| PRASARANA

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

8. Peraturan Mentert Kieuangan Nomor
15/PMILO10/2017 Tentang Besar Santunan Dan
luran Wajio Dana Pertanggungan Wajlb Kecalakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum D
Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyebarangan, Laut Dan
Udara;

9. Peraturan Menter Keuangan Mamor
16/PME.O10/2017 Tentang Besar Santunan Dan
sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas |
Jalan; I

10. Peraturan Kepolisian Nemor 7 Tahun 2021 tentang |
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; |

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Namor 2}
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah lawa TEru:ﬂhi
sabagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah |
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah MNomar 2.
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Proving Jawa |
Tengah: '

1d.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa
Tengah, Kepala Badan Pengelala Pendapatan Daerah |
Proving Jawa Tengah dan Kepala Pr. Jasa Raharja
Cabang Utama lawa Tengah I
MNomor: PE/T/X1 2021
Nomar: 973/16.610 |
Nomaor; P/31/5P/ 2021
tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas |
Pendapatan Dan Pengelofaan Asat Daerah Provinst |
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Ltama Jawa Tengah Nomar 01 Tahun 2012, Nomaor |
041.7/0077, Dan Naomor P/1/SP/2012 tentang |
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat |
Jawa Tengah.

1. Tempat parkir

| 4. Ruang tunggu




DAN/ATAL
FASILITAS

Ruang Aduan
Ruang Laktas)
Pojok Baca
Smoking Area
Mushalla
Genset
9. Area bermain anak
10. Toilet {Pria, Wanita dan Difable)
11. Tempat Sampah
12. Air Minum
13, Wil
14. Tempat charger HP
15. Kursi Roda
16.Jalan khusus difable
17.Media informasi layanan pajak
18.Loket pembayaran
19, Komputer
20, Printer
21.Cash Register
22.AC
23TV
| 24 Kursl wajib pajak
| 1‘5 Mesin antrian
' 26.CCTV
Ak
‘ | 28.APK
9, | KOMPETENSI . ‘Pengetahuan tentang Pajak Daerah
PELAKSANA i 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
' 3. Pengetahuan SAMSAT  (SKKP, STNK, THNKB, |
SWDKLLAJ, dsh.} |
4. Pengetahuan Penerimaan MNegara Bukan Pajak |
(PNEP) |
5. Pengetahuan pelayanan publik
- 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10. PENGAWASAN Pelaksanaan harian dilakukan olsh Koordinator SAMSAT

INTERMAL dilakukan dengan cara mengawas! jalannya pelayanan

!'11_ | JUMLAM 1 (satu) pelaksana (POLRI)

® N A




| PELAKSANA, i

12. |JAMINAN 1. Walib Pajak vyang memenuhl persyaratan |
PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak |
kendaraan '

4. Wallb Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajlb Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak |
Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian |
keluhan
13.  JAMINAN 1. Petugas Keamanan
KEAMAMNAN DAN | 2. Petugas parkir
KESELAMATAN 3. CCTv

14. | EVALUASI Evaluati dilakukan dalam bentuk:
KINERIA 1. Pefaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasi SKM

3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




17.STANDAR PELAYANAN BUKA PEMBLOKIRAN KENDARAAN BERMOTOR

| NO
1.

(3.

|

| 3.
|
5

KOMPOMEN

LURATAN

PERSYARATAN

 SISTEM

MEKANISME DAN
PROSEDUR

Dokumen persyaratan:

1. Surat rekomendasi pembukaan blokir  tindak |
perdata/pidana darl penyidik dilampin  Fotokop! |
SP3/Inkrah dari pengadilan,

2. Fotokopd Identitas diri yang sah (KTP) sesusl data
kendaraan bermotor

1. Fotokopl BPKB,

i, Fotokopl STMEK,

| 5. Fotokopl Cek Fisik,

| 6. Untuk buka béokir keperuan mutasi/BBNKB I
dilengkapl kultans Jual-Bell. |

7. Surat permohonan darl pemyldik atau penunh.rtl
LIFTILETT

8. Surat permohonan dan  panitera  bDerdasarkan |
penetapan hakim atau putusan pengadiian

1. Mengajukan  permohonan  Buka  Pemblokiran |
Kendaraan Bermotor

2. Memeriksa kelengkapan persyaratan

3. Unit pelaksana regident di Samsat mengajukan
permohionan Buka Bipkir ke Kasatiantas pada tingkat
Poires/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada
tingkat Poida

4. Kasubld Min Regident atsu Kasatianfas melakikan
yerifikasi dan buka Pemblokiran atas ajuan dar
Samsat

5. Pemberian informasi kepada regident di Samsal
bahwa Status Kendaraan telah dibuka blokir

G
| PENYELESAIAN

BIAYAITARIF

| PRODUK LAYANAN | Status Kendaraan tefah dibuka biokir

e ———— = am s =k

Buka blokir Kendaraan bermotor tidak dikenakan PXE,

BBNKB, SWOKLLAJ, dan PNBP :




—
=

Pengaduan melalul kotak saran;

1. Pengaduan melalui Laporgub dan SPIN;

. Pengaduan melalui media sosial (InstagramTwiter/

Facebook)

. Pengaduan melalul calicenfer dan winlsang, Pesan |

Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.

' DASAR HUKUM

_ Undang-Undang Momor 33 Tahun 1964 temr-;"

Dana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Penumpang; | |

. Undang-Undang Momor 34 Tahun 1964 tentang

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas |
Jatan;

Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusl Daerah; _
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2016 tentang Katentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 76

Tahun 2020 tentang Jenis dan Tanf Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

Kepolislan Negara Republie Tndonesia; I

. Peraturan Presiden Republik [ndonesia Nomor 5

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasl Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermotor;

Instruksl Bersama Menteri Pertahanan oan
Keamanan, Menterl Dalam Negeri dan  Menten
Keuangan Nomar  Insf03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Nomor &/IMK.014/1999 tlentang
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah
Satu Atap Datam Penerbitan Surat Tanda Momor
Kendaraan Bermotor, Tanda MNomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor :Ianl
Pemunguian Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Mama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Peraturan Menten Keuangan Nomor
15/PME.010/2017 Terlﬂﬂq Besar Sanfunan Dan |




D mm s s e m— ———— s EE

DAN/ATAL
FASILITAS

9. Peraturan Menten Keuangan Nomor

luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di

Darat, Sungai/Danau, Ferl/Penveberangan, Laut Dan
Udara;

16/PMI.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
sSumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Laly Lintas
Jatan;
10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Momar 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana tefah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Prowinsi Jawa Tengah Nomar 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa |
Tengah; |
12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa |
Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan nmahl
Provinsi Jawa Tengsh dan Kepata Pt. Jasa Raharja |
Cabang Utama lawa Tengah
Nomor: PB/1X172021
Nomor: 973/16.610
Nomar: P/31/5P/ 2021
tantang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas |
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provins
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor |
D41.7/0077, Dan MNomor P/1/SP/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

| 1. Tempat parkir
i &, Ruang tunggu
|3 Risang Aduan

4. Ruang Laktasi
5. Pojok Baca




10,

— e e ———

| PENGAWASAN

INTERMAL

28.45

| 9. Area bermain anak

10, Tollet (Pria, Wanita dan Difabla}
11. Tempat Sampah

12, Air Minurm

13. Wi

14. Tempat charger HP

15.Kurs| Roda

16. Jalan khusus difable

17.Media informas! layanan pajak
1B. Loket pembavyaran

19. Komputer

20.Printer

21.Cash Register

22.AC

23.TV

24 Kursh waljib paj@ak

25. Mesin antrian

26.CCTV

27.P3K

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, THNKB,
SWDKLLAJ, dsb.)

4, Pengetahuan Penerimaan Megara Bukan Pajak
(PNEP)

5. Pengetahuan pelayanan publik

6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi

Pelaksanaan harian dilakukan oleh Koordinator SAMSAT |
dilakukan :IEﬂgan Cara mengawasi ;atam-_.-a ;-myanm

11.

| JUMLAH
- PELAKSANA,

| JAMINAN

1 (5atu) pelaksana (POLRI)

1. Wajb Fajli'. yang memenuhl  persyaratan




—

PELAYANAN | pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajsk |
kendaraan
2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
1. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak |
Kendaraan Bermotor dan informas PEFI‘.'!I‘FEPHJHHE
keuhan |
13,  JAMINAN 1. Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN 2. Pelugas parkir
| KESELAMATAN 3. CCTv
14. | EVALUASI Evaluss! dilakukan dalam bentul:
KINERIA 1. Pelaksanasn Survey Kepuasan Masyarakat
| PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak tanjut hasll SKM

| 3. Pelaksanaan Forum Komunikast Publik (FKP)




18. STANDAR PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUNAN
MELALUT ONLINE (NEW SAKPOLE)

LIFI'.I'.[.'-!'I

‘2 | SISTEM
MEKANISME DAN

13, | JANGKA WAKTU
| 4, iBI.l'fﬂ.,.lTAFuF

Menggunakan Apﬂkasl NEW SAKPOLE berbass Android
STHNK

KTP sesual STNK

Foto din a.n. STNK

Terlambat tidak lebéh dari 10 bulan

Mendaftar melaiul Aﬂhﬁ NEW SAKPOLE
Memverifikas kendaraan bermotor

Penetapan PKB dan SWDKLLA]

Menerima pembayaran |
Menerbitkan E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan |
Kewajiban Pembayaran secara elekironik) |
b. Haﬂﬂmmﬁamﬂcﬂmummmpﬂuwsl

Bapenda

| 7. Mencetak SKKP secara elektronik |
B. Pengesahan STNK dilakukan di Samsat oleh petugas

Kepolisian
9. Pengesahan STNK secara elektronik

mnmmnﬂmpﬁdﬂanmﬂm '
Verifikasi maksimal 30 menit

e e R

| 1. Pajak Kendaraan Bermotar (PKB)

a. Tarlf Pajak Kendaraan Bemmotor (PKB) wntuk

kepemilikan pertama sebesar 1,5% untuk kepemiikan
pertama kendaraan bermotor pribaci
b, Tarf PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedus
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat
4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnys
5) Ketentuan Progresif :
a) Kepemiltkan Pribadl (TNKB Hitam/Pubih)
b} Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 |
(dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan |
bermator rods 2 (dud) dengan isi silinder 195 cc |




sampal dengan 199 o secara  teknis
dikategorikan dalam dasifikasi 200 cc dan |
Kendaraan bermotor roda 4 (ampat) meliputl
kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan,
Jeep, dan Minibus

c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan i
kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan |
alamat yang sama dalam satu keluarga l,'anqg
dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK) |

d) Penentuan urutan kepemililkan berdasarkan |
tanggal penyerahan

e} Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan |
roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah _

c. Dasar Pengenaar PKB adalah hasil perkalian darl |
2(dua) unswr pakok:

1) NIKB dan;

1) Bobot yang mencerminkan secara relatif tngkat
kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan
akibat penggunaan kendaraan bermotor,

2. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas-
Angkutan Jalan: . - [
 Golangan Keterangan Tanf (Rp) |




| Setiap jenis kendaraan dikenalkan hla'ﬂ pmggim:lan
| pembuatan harr.udam,n' mﬁﬁmmﬁrnp:um

|
PRODUK LAYANAN i
|

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak |

1|
mt I
Hasil pelayanan pendaftaran: |
1. E-SKKP (Surat Ketetapan Elektronik Kewajiban |
Pembayaran) ‘
| ‘2. QR Ehﬂ'ee—Feruﬁamn plda STHK
PENAMNGANAN 1. Pengaduan melalul kotak saran; |
PENGADLIAN, Z. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
SARAN DAN 3. Pengaduan melalul media soclal (Instagram/Twitter/ |
MASUKAN Facebook)
4. Pengaduan mefalul calicenter dan whatsapp, Pesan
| Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
| DASAR HUKLIM 1, Undang- t.h\l:lmg Momor 33 Tahun 1964 tentang Dana

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana |
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;
Undang-Undang RI Momor 11 Tahun 2008 tentang
Informasl dan Transaksi Blektronik sebagaimana diubah
dalam Undang-Undang RI MNomor 19 Tahun Eﬂlﬁi
tentang Perubahan Undang-Undang RI Momar 11 Tahun
2008 tentang Informast dan Transaksi Elektronik

Daerah dan Retribusi Daerah: |

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

. Peraturan Pemerintab Republik Indonesia Nomor 76

Tahun 2020 tentang Jenis dan Taril Atas Jenis
P-!n!ﬂnﬂmrhgarmﬂlﬂmnh}akumﬂmumhm
Kepalisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indanesia Momor 5 Tahun |
2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi |
Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermator;

Instruksi Bersama Menter Pertahanan dan Keamanan,
Menteri Dalam Nepen dan Menter Keuangan Nomor
Ing/03/M/%/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Momaor |
G/IMI.0O14/190 tentang  Pelaksanaan  Sistem |




. Peraturan Menter Keuangan Nomor 15/PMILDL0/2017

Administrasl Manunggal dibawah Satu Atap Dalam |
Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba
Kendaraan Bermotor dan Pemungifan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta |
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; |

Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana |
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat|
Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungal/Danau, |
Forl/Penyeberangan, Laut Dan Udara; I

10.Peraturan Menter! Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017

Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana |
Kecelakaan Lalu Uintas Jalan;

| 11, Peraturan Kepolisian Nomoe 7 Tahun 2021 tentang

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

| 12.Peraturan Daerah Provins! Jawa Tengah Nomor 2 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tenaah Momor 2 Tahun 2011 temtang Pajak
Daerah Provinsl Jawa Tengah,

13.Peraturan Bersama Kepalz Kepolisian Daerah Jawa

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Dagrah
Provinsl Jawa Tengah dan Kepata PT. Jasa Raharla
Cabang Utama Jawa Tengah

Momar: PR/ 1KLL 2021

Momor: 973/16.610

Momior: P/31/5P/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direkiur lalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provins Jawa
Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama
Jawa Tengah MNomor 01 Tahun 2012, Nomor
O 1.7/0077, Dan Nomor P/1/5P/2012 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah




PRASARANA 2. Aplikas
DAMN/ATAL 3. Kaneksi Internet
| FASILITAS
8. | KOMPETENSI 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah
PELAKSANA 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
3. Pengetahuan SAMSAT [SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ,
dst.

4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3, Pengetabuan pelayanan publik

&, Pengetahuan dasar-dasar administrasi

7. Bisa mmﬂm aplikasi NEW-SAKPOLE

| 10. | PENGAWASAN Pelaksanaan hanan dilakukan oleh Badan Fmgei:dal
INTERMAL Pendapatan Daerah Provinsl Jawa Tengah, I!epuitslan

|
11. | JUMLAH |

PELAKSA} 1 IIHI‘LI] Pelaksana verifikasi Il:nn:lllslmﬂ.!piﬂtk Indonesia
12, | JAMINAN 1. Wajlb Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran |
PELAYANAN mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan
Z. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran |
secara elektronlk
3. Wajib Fajak menerima Informasi Pelayvanan Pajak |
Kendaraan Bermolor dan  informasl  penyampaian
_— kehihan
13, | JAMINAN Transaksi elektronik ]
KEAMANAN DAN
| KESELAMATAN
14. | EVALUASI Evaluas! dilakukan dalam bentuk: ’
KINERJA 1, Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM
3. Pelaksanaan Forum Komunikas: Publik (FKP)




19. PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK, MERINGAMAN SAMNKSI
ADMINISTRATIF DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN/ATAU BEA BALTK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

2. FC ldentitas Dir:
3. FC STHK dan SKKP Terakhir;
4, Folo Kendaraan

5. Buicti pendubamg Lintuk :

a. Hendarsan objek sitaan

« Surat keterangan dar Instansi Penegak Hulum danyatau
Penywlik yang menerangkan bahwa obyek pajak adatah
barang sitaan vang digurakan sebagal alat bukh perkaca;

= Putusan pengadilan

+ Surat penetapan status penggunaan Barang Milik Negasa |
yang dikeluarkan Kepala KPKNL setempat

b. Kendaraan hilang
« surat keterangan kehilangan dari kepolisian,
« surat dar kepolisian yang menunjukkan
pengembalian kendaraan yang hilang
o. Kendaraan rusak berat
« Surat Keterangan dar bengkel yang menyatakan
kendaraan tidak dapat diperbaiki kemball
« [Berita acara penelitian petugas UPPD
+ Surat ajuan penghapusan regident kendaraan
bermotor ke Kepolisian
d. Wajib Pajak Badan yang tidak mampu bayar :
+« Laporan keuangan selama 4 (empat) tashun |
terakhir (Bagl Badan yang baru berdin kurang darl
4 (empat) tahun menyampaikan laporan keuangan
sajak Badan didinkan
= Surat pernyataan tidak sedang memparoleh
fasditas insentif pengurangan, keringanan atau
pembebasan pajak sejenis,

Khusus untuk pengajuan keringanan Wajib Pajak
‘ Badan yang tidak mampu membayar disertal Analisis

Lapcran Keuangan yang memuat




2,

| SISTEM

MEKANISME DAN
PROSEDUR

. Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor memarnksa

- Rasio Likuiditas (Current Ratlo)
- Rasio Financial Distress (Springate)
- Rasio Solvabilitas (Equity Ratio)
- Raso Profitabiiitas (GPM)
- Rasio Profitabilitas (ROA)
Rasio BOPO
b, Aspek Administrabf
REAT/ Rencana Bisnis Perusahaan
- Kepatuhan Pembayaran PKE; I
- SPT Tahunan Badan Tahun terakhir ,

| 1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pengurangan,

Keringanan Dan Pembebasan Pokok PKB Serta Sanksi
Administratif PKB Dan/Atay BBNKB secara tertulls disertal |
dengan alasan permohanan kepada Kegala UPPD

Kepala UPPD mencermati, mengajukan pertimbangan,
dan membuat surat pengantar permohonan. Xepala
UPPD dapat melakukan pengecekan fisik atas kendaraan

bermotor yang diajukan permohonan

. Kepala UPPD mengirimkan permohonan kepada Kepala

BAPENDA Provinsi Jawa Tengah

. Kepala Badan mendisposisikan permohonan  kenada

Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor

. Kepala Bidang Pajak  Kendaraan  Bermotor

mendisposisikan kepada Kepals Sub Bidang Pelaporan
dan Keberatan Pajak untuk melakukan pemerksaan
berkas permohanan yang diajukan UPPD  untuk
selanjutnya akan dilakukan pengkafian bersama Tim
Teknls dan dapat melakukan penmjauan ke lokas
kegiatan, serta apabila diperlukan dapat melakukan
konsultast ke Akuntan Publik terkat kajlan lzporan
ksuangan Badan.

. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan Pajak |

membual Konsep Keputusan dan menyampaikan kepada |
Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermator |
ulang dan memberikan koreksi serta menyampaikan :
konsep Surat Keputusan kepada Kepala Badan



|—l—

8, Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan atas
permohonan pengurangan, kernganan dan pembebasan
pokok PKB serta zanksl administratif PKB dan/atau
BENKE
Besaran  Pemberan Pengurangan pokok  pajak, |
keringanan sanksi administrasl dan pembebasan p!jilh:i
kendaraan bermotor dan/atau bea badik nama kendaraan |
bermotos j

1. Onjek pajak menjadk barang sitaan sebagal akst |
bukti perkara: maksimal diberikan 100% atas |
sanks| PKB dan/atau BENKE '

2. Kendaraan bermobor hilang: maksimal diberikan |
100% dan pokok dan/atau sanks| PKB |

3, Kendaraan bermotor rusak berat dan tidak dapat |
dioperasinalkan kembali serta dalam pl'ﬂEE
pengajuan  penghapusan regiden  kendaraan
bermotor: diberkan 100% dan pokok dan sanksi
PEB

4, Ketidak mampuan wajib pajak badan membayar:
diberikan keringanan dengan rumuSan presentase

: (Bobot dikurangi Nilai) x 100% |
JARGEA WAKTU .langl-nn waktu mulai proses verfikasl persyaratan dokumen
PENYELESALAN | sampal dengan penyerahan SK maksimal 22 Hari

|BIAYA/TARIF | Tidak dikenakan biaya |

PRODUK - Sprat Keputusan atas permohonan  pengurangan, |
LAYANAN keringanan dan pembebasan pokok PKE serta sanksi |
| administratif PKB dan/atau BENKB B |
| PENANGANAN i Pengaduan melalul kotak saran
PENGADUAN, = Pengaduan el ahui laman PESm Bapenda
SARAN DAN {woww. bapenda. jatengprov.go.id)
MASUKAN - Pengaduan melalul apikasi Lapargub
- Pengaduan melalul Media Sosial (Instagram/Twitter |
Facebook)

- Pengaduan melalul cadicentardan whalsapp pada masing-
masing unit kerja




7. | DASAR HUKUM | 1,
2

31

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentulan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Limtas Dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  sebagaimana tefah  diubah
beberapa kall terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Momor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja;

Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Momor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Provinsl Jawa Tengah
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provins| Jawa Tengah Momor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah
Momaor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provins lawa
Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Momor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomar 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah;

Peraturan Gubermnur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dasrah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Mamaor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa
Fengah MNomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Momeor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinst Jawa
Tengah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola |
Pendapatan Daerah Provins Jawa Tengah. |




10,

Tempat parkir

- Ruang tunggu
- Ruang Aduan

Ruang Laktasi
Pojok Baca
Smooking Area
Musholla

Genset

Area bermain anak

Tollet {Pria, Wanita dan Difable)

Tempat Sampah

Air Minum

Win

Tempat charger HP
Kursi Roda

Jalan khusus difable

Media informasl layanan pagak

Loket pembayaran
Komputer

- Printer
- Cash Register

AC

™

Kursi wajib pajak
Mesin antrian
CCTVv

PaK

APKE

Pengetzhuan tentang Pajak Daerah

SWOKCL

- Pengetahuan tentang SOP Pelayvanan Samsat
Pengetahuan SAMSAT,

STNK, TNKB, TCKB, BBNKE,

Pengetahuan pelayanan publik
Pangatahiuan ﬂl&lr-ﬂas.lr administrasi

Pehmﬂan oleh Kepala UPPD, Kepala Bidang Pajek.
=Hﬁﬂiﬁmﬂmnﬂturdanﬁaﬂﬂﬁ}hw’mdmdam
- Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor



11. | JUMLAH 4 (empat) =
12, | JAMINAN - Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan mendapat |
PELAYANAN keringanan akan mendapatian pelayanan pengajuan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pokok PKB |
: serta sanksl gt_}g'll_rlﬂntl’ﬂﬂ dam'auu HIHE
i 13, JAMINAN F'Emﬁls !-l:umanan
| KEAMANAN DAN | - Potugas parkic
 KESELAMATAN | - CCTV
' EVALUASI Evaluasi dilakukan dalam bentuk;
| KINERJA - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA - Pelaksansan tindak lanjut hasil SKM

- Pelaksanaan Forum Komunlkasl Publik (FKPF)




B. STANDAR PELAYAMAN UNIT PENGELDLAAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

1. STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN

KOMPOMNEN |

URAIAN

1.

|

PERSYARATAN

SISTEM

| MEKANISME

PROSEDUR

1. Pengguna Layanan datang Bngsung ke UPPD .

2. Pengguna Layanan Mengisi SPOPD (Surat Pendaftaran |
Objek Pajak Daerah) atau form. AP 01

3. Melampirkan Foto Copy KTP/ identitas lain yang sah.

4. Melampirkan Folo Copy akta Pendirian atau
keterangan domissi.

5. Melampirkan Surat Keterangan Domisill bagl Badan
Hukum

6. Medampirkan Surat Kuasa bermateral cukup bagl yang
tidak diurus sendin

1. Pendataan Objek Pajak Air Permukaan bersama balal
PSDA Provins! Jawa Tengah.

2. Pendaftaran Objek Pajak bagi yang befum terdaftar

3. Pemberkasan,

4, Penetapan (perhitungan volume pengambilan alr
Permukaan).

5. Penerbitan dan penyerahan SKPD PAP palfing lambat
setiap tanggal 15 bulan berikutnya masa pajak kepada
WP,

. Penagihan bagl SKPD PAP yang belum dibayar sampal
dengan jatub tempo pembayaran/ 30 han kerja
terhitung mulai tanggal terbitnya SKPD PAP,

7. Penerbitan STPD bagl PAP yang terutang lkurang
bayar atau perryamipaian SPOPD yang Udak terpenuhl.

8. Pembayaran Pajak ke bendahara penerimaan |
bendahara penerimaan pembantu (BPP).

9. Penyerahan Tanda Buktl Pembayaran (TBP) kepada
WP,

10. Penyetoran ke kas umum daerah selambatnya 1

(satu) hari kerfa.




Pelaporan ke Kepala Bapenda Prov Jateng cig
|| terdahemapenenmasn ]
3 JANGKA Jangka wakiu penerimaan pembayaran pajak sampal |

WAKTL penerbitan TBP maksimal 10 menit
PENYELESAIAN | = s
4, BIAYA/TARIF | 10% dan Dasar Pengenaan PAP
 Dends keterlambatan/ kekurangan bayar sebesar i
dari pokok PAP o
5. PRODUK SKPD PAP (Sural Ketetapan Pajak Daerah Pajak Alr |
LAYANAN Permukaan))
| TBP {Tanda Bukti Pembayaran)
6 | PENANGANAN | 1. Pengaduan melalui kotak saran;
PENGADUAN, | 2 Pengaduan melalul laman resmi Bapenda |
SARAN DAN (www. bapenda. jatengorov.go.idl;
MASUKAN 3. Pengaduan melalui apliiasi Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalul media social (fnstagramy Twitter

Facebook) |

5. Pengaduan melalul caficenter dan whatsagy, Pesan |
|| smoket (SMS)pada masing-masing unlt kerj2. _ |
r A DASAR HUXUM | 1. Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang Fa}ak

Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah MNomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahum 2017 tentang Perubahan afas
Paraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsl Jawa
Tengah;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomar 21 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Provinsl Jawa Tengah;

4, Pergturan Gubermur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur;




10.

11,

PENGAWASAN

| JUMLAH
PELAKSANA

5. Peraturan Gubernur lawa Tengah Nomor B Tal‘tur||
2016 tentang Organisasl dan Tata Kerja Badan
Pengesola Pendpatan Provinsi Jawa Tengah:

6. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Dan Pengelolaan
Aset Daerah Provinsd Jawa Tengah nomor
G73/7854/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan
F;}alr. Alr Permukaan di Provinsg Jawa nggh

7. Tempat parkir

8. Tempat tunggu

9. Loket pembayaran

10. Komputer

11.  Jarngan Internet

12, Alat Cetak (printer) SKPD dan TBP,

13.  Perangkat Lunak (Aplikasi) PAP

- Pegawal Memahami penghitungan, penetapan dan
tata cara pemungutan PAP,

- Pegawal Menguasai dalam mengoperasionalkan
komputer dan aplikasi/perangkat lunak.

- Pegawal Menguasai  penatausahaan  keuangan
daerah.

14. Pegawai Paham pelayanan publik, dan mampu
memyampaikan informasl secara lengkap, terbuka,
bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang
miermeriukan.

- Pengawasan dilakuksn oleh Kepala UPPD, Kepala
Seks! Retibus! Pendapstan Lain dan Penagihan dan |
Bendahara Pembantu Penerimaan dengan cara |
mengawasi |alannva pelayanan dan mﬂahﬂnaml
rekonsiliasi pendapatan |

Minimal 2 (Dua) Orang Petugas.

12,

JAMINAN
PELAYANAN

15, Pemchon yang telah memenuhi persyaratan |
pendaftaran akan menjadi Wajib Pajak PAP,

16, WP PAP mendapat SKPD PAP.

17. WP PAP mendapat Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
PAP.




Mendapat informas, layanan pembayaran gan

3. Pelaksanaan Forum Komunikas Publik (FEP)

pengaduan PAP.
13, | JAMINAN 18.  Petugas Keamanan
KEAMANAN 19.  Petugas Parkir ‘
DAN 20, CCTv
KESELAMATAN = == _
'14. | EVALUAST | Evaluasi dilakukan daiam bentuk:
KINERIA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Peiaksanaan tindak lanjut hasil SKM



2. STANDAR PELAYANAN RETRIBUSI DAERAH

| NO | KOMPONEN URAIAN

‘1. | PERSYARATAN 1. Mengisi SPTRD (Sural Pemberitahuan Retribusi
Daerah) Swral Permohonan atau dokumen lain yang
tpersamakan,

2. Foto Copy KTP/identitas Lain yang sah,
Jangka waktu pengembalian SPTRD  (Surat
Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat Permohonan
atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat

5 (lima) hari kerja.

1. | SISTEM L. Berdasarkan SPTRD/ Surat Permohonan  atau
MEKANISME DAN dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan SKRD
PROSEDUR {Surat Ketetapan Retribusi Dagrah) atau dokumen Lain

yang dipersamakan.

L SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan
ditandatangani oéeh petugas penstapan.

3. Pembayaran Retribusl Daerah dilakukan & tempat
pelayanan Retribusi diberiikan,

4. Jatuh tempo pembayaran Retribusi Daerah paling
lambat 2 (dua) han kerja setedah tanggal SKRD atau
dokumen Lain yang dipersamakan diterbitkan,

5. Berdasarkan SKRD atau dokumen fain  yang
dipersamakan Wajib Retribusi membayar Retribusi
Daerah kepada Bendahara Penenmaan atau
Bendahara Penerimaan Paembantu.

6. Bendahara Penerimaan alau Bendahara Penerimaan
Pembantu membuat TPB (Tanda Buktl Pembayaran)
atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib
Retribus.

7. Bendahara Penermaan atau Bendahara Penerimaan
Pembantu paling lama 1 (satu) harl kerja sejak uang
kas diterima wajib menyetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah,

Apabila pembayaran Retribusi Daerah dilakukan
| setelah lewat waktu yang ditentukan dikenakan denda




| 2 % (dua per seratus) dengan menerbitkan STRD
- __(Surat Tagihan Retribusi Daerah).
3. | JANGKA WAKTU Jangka waktu penerimaan pembayaran Retribusi Daerah
PENYELESAIAN |-sarrrpa| penerbitan TBP maksimal 10 menit.
4. | BIAYA/TARIF . Ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian di tinjau |
Iwr'ﬂ:lali paling lama 3 tahun dengan peraturan Gubermnur,
| Tar! Retrbusi terahir ditetapkan dengan Peraturan
. Gubernur tentang Tarf Retribusi Daerah (Pergub 16
Tahun 2022) Denda keterlambatan sebesar 2% dari
;  pokok Retribusi Daerah, !
5 | PRODUK LAYANAN | SKRD (Surat Ketetapan Retnbusi Daerah)
TBP (Tanda Buktl Pembayaran)
STRD [Surat Tagihan Retribusi Dasrah)
6. | PENANGANAN ' 1. Pengaduan melalul kotak saran;

PENGADUAN, 2 Pengaduan melalul laman resmi Bapenda
SARAN DAN {www. bapenda, fetengprov. go.id);
MASLUKAN 3. Pengaduan melalud aplikasi Laporgub dan SPAN;
4. Pengaduan melalul media social (TnstagramyTwitter/
Facebook)

5. Pengaduan medalul calicenter dan whalsaon, Pesan
. Lo Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
7. | DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Fajak
Daerah dan Retribusi Daerah; |
;z. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Momor 1|
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provins Jawa
Tengah, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah |
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lermbaran Daerzh
Provinsi Jawa Tengah Momor 31) sebagaimana telah |
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Momor & Tahun 2019 |
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Provinsl Jawa Tengah Momor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusl Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 MNomar 7, |

tambahan Lembaran Daerah Proving Jawa Tengah |
- ~ Nomor 112); |




3. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Momor 55 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah Provinst Jawa Tengah (Berita Daerah
Provins| Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 55);

4, Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 16 Tahon |

2022 tentang Peruybahan Tarf Retribusi Daerah
Provinsi Jawa Tengah,

8.  GARANA, "1, Tempat parkir
FRASARAMA 2. Tempat tunggu
DAN/ATAL ' 3. Loket pembayaran
FASILITAS |¢ Komputer
5. Printer
e e ——— o 6. Janngan Internet I
9. | KDMPETENSI 1, Memahami penghitungan, pmeﬂapan dan tata cara
PELAKSANA pemungutan Retribust.
2. Menguasal dalam mengoperasionalkan komputes dan
aplikasi/perangkat lunak.
3. Menguasal penatausahaan kevangan daerah,
| : 1_W_|':11_5_DP Layanan Retribusi,
10. | PENGAWASAN Pengawasan dilakukan oleh Kepala UPPD, Kepala Seksl |
INTERMNAL Retribusi Pendapatn Lain dan Penagihan dan Bendahara |
Pembantu Penerimaan dengan cara mengawast fatannya |
pelayanan dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan |
L EL;LHA Minimal 2 (Dua) orang petugas.
12, | JAMINAN LPemohon  yang telah memenuhl  persyaratan
PELAYANAN pendaftaran akan menjadl Wajlb Retribuss,
2, Wafib Retribusl mendapatkan surat pedanian.
3. Waiib Retribus| mendapat SKRD,
4. Wajlb Retribusi mendapat Tanda Buktl Pembayaran
(TeP),
3.Mendapat  informasi, layanan pembayaran dan |
IR P pengaduan.
'13. | JAMINAN | 1. FEhm.as p{mm
KEAMANAN DAN | 2. Petugas parkir
KESELAMATAN

2 LT




| 14. [ EVALUASI Evaluas! dilakukan dalam bentuk:
I 1, Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
| PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM
| | | 3. Pelaksanaan Forum Komunikas! Publik (FKF}



